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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan alasan 
penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan tinjauan 
ekonomi Islam tentang analisis penggunaan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data 
yang digunakan adalah data primer melalui wawancara responden yang terdiri dari 
ahli fiqih, praktisi haji, pihak pemerintah, serta akademisi dan data sekunder berupa 
informasi dalam bentuk media cetak, maupun literatur-literatur yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Data dianalisis menggunakan beberapa teknik, yakni reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan penyebab penggunaan dana 
haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk menghindari 
penumpukan dana haji yang berpotensi untuk menopang pembangunan infrastruktur. 
Disamping itu, pendayagunaan dana haji dinilai dapat memberikan manfaat dan 
keuntungan lebih banyak dari investasi tersebut sebab memberikan nilai yang besar 
serta dapat menguntungkan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur secara 
integritas merupakan suatu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah akses untuk melakukan 
kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ditinjau dari segi ekonomi Islam, penggunaan dana 
haji terhadap pembangunan infrastruktur adalah sebagai pemberi manfaat dengan 
prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercapai kemaslahatan bersama.  
 







A. Latar Belakang 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan jaminan kemerdekaan 
kepada setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya secara masing-masing pula. Umat Islam sendiri yang 
merupakan bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya sangat 
berkeinginan untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya, salah satunya dalam 
melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. 
 Ibadah haji merupakan perjalanan yang sangat bernilai, pengembaraan yang 
sakral dan perjalanan wisata yang agung, dimana umat muslim mengunjungi negeri 
yang aman dengan jiwa raganya untuk bermunajat kepada Tuhan semesta alam.1 Pada 
hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah 
kepada seluruh umat muslim yang telah mencapai istitha’ah (mampu). Disebut 
aktivitas suci karena segala rangkaiannya merupakan bentuk ibadah. Haji juga disebut 
sebagai ibadah puncak fisik, material maupun spiritual karena membutuhkan 
persiapan yang cukup matang untuk bisa dilaksanakan. Sebagaimana Allah SWT 
berfirman dalam QS. Ali-Imran / 2 : 97. 
ِِهِيفَُِِهلَخَدِيَهَوِ ََۖنيِه ََٰرِۡبإُِمَاق َّهِٞت ََٰنَِّيبِ
ُُۢت ََٰياَءۥَِِىلَعِِ َِّلِلَّوِۗاٗنِهاَءَِىاَكِِساَّنلٱِِ ُّجِحِِتَۡيبۡلٱِ




“Disana terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 
barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan 
                                                          
1




haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (Tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam”.2 
 Selain ayat tersebut, kewajiban ibadah haji juga terdapat dalam sebuah hadist 
yang bersumber dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Islam 
didirikan atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah dengan benar) selain Allah swt dan Muhammad saw utusan Allah, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa pada 
bulan ramadhan.”3 Namun ibadah haji ini tidak semua umat Islam dapat 
melaksanakannya, hanya diperuntukkan bagi yang istitha’ah (mampu). 
 Ulama telah sepakat bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya 
kemampuan. Mampu menurut Arifin Hamid harus diartikan mampu secara real, 
bukan sesuatu yang dipaksakan seperti menghutang untuk pelaksanaan ibadah haji 
atau dengan mengikuti sistem arisan haji. Tidak dapat dibenarkan seseorang pergi 
berhaji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. 
Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.4 
Adapun makna mampu (istitha’ah) adalah sehat secara jasmani dan rohani, 
serta mampu secara ekonomi. Sehat secara jasmani yang dimaksud yaitu tidak sakit, 
tidak lumpuh, dan tidak sulit melaksanakan ibadah haji. Sehat secara rohani berarti 
bahwa orang yang akan berhaji adalah sudah baligh, mumayyiz (tahu apa yang harus 
dilakukan dan apa yang dilarang dalam ibadah haji), berakal sehat dan siap mental. 
Mampu secara ekonomi bermakna bahwa orang yang hendak berhaji harus memiliki 
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biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), mampu membiayai hidup dirinya dan keluarga 
yang ditinggalkan, serta ada bekal masa depan agar tidak miskin sepulang haji.5 
Haji merupakan dimensi religius yang melekat dan tidak dapat dipisahkan 
pada setiap individu muslim karena salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan 
bagi yang mampu, yang pelaksanaanya tak dapat dilepaskan dari aspek-aspek non-
religius yang menjaminkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan syari’at. Oleh karena itu, terdapat 
hubungan yang tak terpisahkan antara dimensi religius dengan dimensi non-religius 
dalam penyelenggaraan haji, yang mencakup dimensi sosio-budaya, ekonomi dan 
politik.6 
 Penyelenggaraan haji di Indonesia merupakan bentuk pelayanan pemerintah 
terhadap tiap-tiap warga negara (Muslim) sesuai dengan hak-haknya sebagai warga 
negara, karenanya menjadi tugas nasional serta tanggung jawab Pemerintah Republik 
Indonesia dibawah koordinasi Menteri Agama, sebagaimana ditegaskan dalam 
peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan haji, yakni 
rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan jemaah haji. Agar masyarakat bisa menunaikan haji 
dengan aman, lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan syar’i, maka Pemerintah 
mempunyai kewajiban dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan 
kepada jemaah haji sejak di tanah air, selama di Arab Saudi sampai tiba kembali ke 
tanah air. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan serta manasik 
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haji, sejak di tanah air sampai di Arab Saudi serta pembinaan pasca haji. Seluruh 
aktifitas penyelenggaraan haji tersebut memerlukan pembiayaan dalam 
operasionalnya, yang meliputi biaya transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi pergi-
pulang, akomodasi selama di Arab Saudi, transportasi di Arab Saudi, kewajiban 
kepada Pemerintah Arab Saudi, dan keperluan biaya lainnya. Berdasarkan komponen 
biaya inilah kemudian Pemerintah menyusun besaran biaya yang harus dibayar oleh 
jamaah haji atau lebih dikenal dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).7 
Bagi umat muslim WNI untuk mau melakukan ibadah haji, terlebih dahulu 
harus membuka tabungan khusus haji di Bank Syariah dengan sebuah persyaratan 
biaya daftar haji  yaitu sebesar Rp 25.000.000,00 uang tersebut harus dimasukkan ke 
dalam saldo awal tabungan haji, dan belum termasuk biaya keseluruhan operasional 
untuk penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian membawa surat validasi yang 
dikeluarkan BPIH untuk dibawa ke kantor Kemenag (Kementerian Agama) untuk 
mengajukan proses pendaftaran untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji.8 
Pemberangkatan ibadah haji tidak segera dilakukan setelah mendaftar dan 
mendapatkan nomor porsi, namun harus menunggu waktu yang telah ditentukan 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama No. 
20/2016, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun 
berjalan. Ada yang dinamakan daftar tunggu (waiting list) merupakan daftar jamaah 
haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu 
keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji yang berdasarkan tahun, namun masa 
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tunggu dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan regulasi yang berlaku, seperti 
ada penambahan kuota dsb. 
Setiap tahun berjuta-juta umat Islam dari penjuru dunia yang melaksanakan 
haji, bahkan setiap tahunnya semakin bertambah umat Islam yang ingin berangkat 
haji begitu pula umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Arab Saudi 
menetapkan aturan kuota haji bagi setiap negara jamaah haji, termasuk Indonesia, 
untuk membatasi membludaknya jamaah haji yang berangkat, agar dapat 
melaksanakan haji dengan nyaman dan aman.9 
Bertambahnya jumlah jamaah muslim Indonesia yang mendaftar untuk 
menunaikan ibadah haji yang semakin meningkat, sedangkan kuota haji terbatas dan 
jumlah jamaah haji yang menunggu semakin banyak, mengakibatkan terjadinya 
penumpukan akumulasi dana haji yang berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya, 
jumlah nominal dana haji yang terkumpul saat ini dalam rekening Menteri Agama 
terus bertambah seiring makin panjangnya antrian calon jamaah haji di Indonesia.10  
Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa pada akhir Juli 
2017 lalu, calon jamaah reguler yang masuk daftar tunggu sebanyak 3.305.207 orang 
dan calon jamaah khusus sebanyak 104.941 orang. Sedangkan dana haji yang 
terkumpul atau saldo per 30 Juni 2017 saat ini mencapai Rp 99,34 triliun. Terdiri dari 
dana haji Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebesar Rp 3,05 triliun. Kemudian 
penempatan keuangan haji di SBSN sebesar Rp 36,7 triliun. Selain itu di produk 
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perbankan sebesar Rp 62,64 triliun.11 Dan kemungkinaan jumlah saldo dana haji di 
akhir tahun 2017 akan meningkat seiring bertambahnya pendaftar baru calon haji. 
Pada tahun ini kuota haji Indonesia mencapai 221 ribu jemaah. Jumlah tersebut 
didapat dari pemulihan kuota jamaah haji Indonesia sebanyak 52.200 menjadi 211 
ribu jemaah serta tambahan jumlah jamaah dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 10 
ribu jamaah. Yang Sebelumnya di tahun 2016 kuota jamaah haji dipangkas menjadi 
168.800 jamaah karena adanya kegiatan perluasan Masjidil Haram pada 2014-2016. 
Untuk pendaftar baru di tahun 2016, daftar tunggu keberangkatan haji paling cepat di 
Indonesia adalah 8 tahun atau akan berangkat pada tahun 2024 mendatang, sementara 
dalam statistik Kementerian Agama, rata-rata keberangkatan haji di Provinsi 
Indonesia saat ini adalah 19 tahun.12 Kemungkinan untuk pendaftar di tahun ini juga 
akan sama masa daftar tunggu keberangkatan haji paling cepat yakni 8 tahun jika 
regulasi yang berlaku masih tetap. Dengan jumlah perkiraan akumulasi dana haji 
tersebut serta daftar tunggu antrian keberangkatan haji yang panjang tentu akan 
mengalami dana surplus haji yang harus dikelola dengan baik dan tepat sararan untuk 
memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat. 
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) yakni Sri Mulyani bahwa akan 
memungkinkan jika pembangunan Indonesia dilakukan tanpa menggunakan utang. 
Namun konsekuensinya, akan banyak anggaran yang dipangkas. Dia berasumsi, 
penerimaan negara tahun 2017 sebesar Rp 1.736 triliun, dan belanja negara sebesar 
Rp 2.133,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada 2017 diperkirakan Rp 
397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika ingin 
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Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa utang maka Kementerian 
Keuangan harus memotong sekitar Rp 397,2 triliun. Pada bulan Juni 2017 lalu, utang 
pemerintah tercatat mencapai Rp 3.706,52 triliun.13 Menyoal pemangkasan anggaran 
tentunya setiap sektor tidak menginginkan hal tersebut karena akan menghambat 
peningkatan kinerja, sedangkan pembangunan nasional dalam artian infrastruktur pun 
harus dikerjakan dan diselesaikan untuk meningkatkan pertumbuhan perekenomian 
Indonesia. Keinginan pemerintah serta harapan masyarakat bahwa agar pembangunan 
ini dapat dikerjakan tanpa utang atau meminimalisir peminjaman. 
Baru-baru ini pemerintah tengah melirik dana haji untuk dipinjam dan 
digunakan sebagai modal kelanjutan pembangunan infrastuktur, karena berdasarkan 
progres pembangunan infrastuktur di Indonesia hingga 2017 setidaknya 13 persen 
proyek infrastruktur telah rampung. Tercatat 30 proyek selesai dari total 225 yang 
ditargetkan selesai pada 2019. Sejak awal kepimpinan Presiden saat ini, sektor 
infrastruktur memang menjadi salah satu fokus utama program pemerintah. 
Pemangkasan angggaran subsidi dan digantikan dengan alokasi APBN untuk 
pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah keseriusan pemerintah untuk 
meningkatkan kwalitas infrastruktur di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat 
berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.14 
Pemerintah beranggapan bahwa instrumen investasi untuk proyek 
infrastruktur bisa memberikan keuntungan agar dijalankan dengan prinsip kehati-
hatian (prudent) serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya 
haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.15 Namun langkah yang akan 
dilakukan pemerintah saat ini tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur masih menuai pro-kontra, banyak yang mendukung kebijakan tersebut, 
namun ada pula yang tidak setuju dengan langkah yang akan dilakukan oleh 
pemerintah dengan alasan justru akan merugikan umat. 
Beberapa pernyataan pro-kontra terkait penggunaan dana haji terhadap 
pembangunan infrastruktur beserta alasannya diantaranya: yang pro misalnya; 
Menurut Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdatul Ulama (NU), Hafidz 
Taftazani, usulan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sejalan dengan 
perundang-undangan. Menggunakan dana haji untuk kepentingan yang lebih 
produktif dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, jauh lebih baik daripada 
menyimpan uang di bank. Investasi infrastruktur lebih produktif dan manfaatnya 
dirasakan oleh orang banyak, atau dalam istilah agama punya kemaslahatan yang 
lebih besar.16 Selain itu, yang mendukung kebijakan tersebut yakni Ketua Umum 
Majelis Ulama Indonesia yakni K.H. Ma'ruf Amin beliau mengatakan tak masalah 
kalau dana calon jamaah haji dipakai pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. 
Dana haji itu kan memang boleh diinvestasikan, sekarang saja mungkin ada Rp 35 
triliun sudah digunakan untuk sukuk atau surat berharga syariah Negara (SBSN). 
Apalagi penginvestasian dana calon haji ini sudah mendapat fatwa halal dari Dewan 
Syariah Nasional Majelis Fatwa MUI, ujarnya.17  
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Sementara yang kontra dengan usulan ini, seperti; Wakil Ketua DPR dari 
Fraksi Demokrat Agus Hermanto mengingatkan penggunaan dana haji untuk 
pembangunan infrastruktur non kebutuhan haji berpotensi melanggar undang-undang. 
Menurutnya dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
keperluan haji saja. Ditambah oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon 
juga berpendapat penggunaan dana haji ‎ uunug‎abmenukuunu‎‎nusanfnaugnua‎uuu‎uaufnu
‎inan‎ itu berbahaya. Dana haji jumlahnya sangat besar dan melibatkan ratusan ribuan 
orang sehingga mereka bisa memprotes ketika dana ini diinvestasikan untuk hal-hal 
yang tidak mereka inginkan. Menurutnya jika dana haji hendak diinvestasikan 
haruslah relevan dengan kebutuhan haji atau paling tidak dapat memberikan hasil dan 
keuntungan bagi jamaah. Kalau mau diinvest, saya kira harus ada kesepakatan dari 
pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa. Jika diinvest untuk infrastruktur dalam 
konteks sekarang ini menurutnya tidak tepat, karena infrastruktur yang sekarang ini 
tidak berdampak pada ekonomi apa apa dan resikonya tinggi.18 
Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa hal ini masih perlu 
dilakukan pertimbangan dan pengkajian terhadap penggunaan dana haji untuk 
pembangunan infrastruktur agar kelak kebijakan tersebut dapat diterima secara 
kolektif. Disamping itu, hal yang lebih urgent yang perlu diperhatikan adalah terkait 
status hukum Islam mengenai dana haji umat muslim jika dialokasikan ke sektor 
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan kemajuan 
negara. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian atau 
penelitian terkait permasalahan tersebut. Dan penulis merasa tertarik untuk meneliti 
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dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan 
Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai demensi-demensi yang menjadi 
pusat perhatian dalam suatu penelitian. Tujuan fokus penelitian adalah untuk 
memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian dan menghindari adanya 
kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis berinisiatif memberikan batasan dan 
cakupan terhadap  penelitian ini. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas pada 
penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan dana haji untuk 
pembangunan Infrastruktur. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: 
Dana haji merupakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana 
efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaatnya dikuasai oleh 
negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan 
untuk kemaslahatan umat. 
Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan prasarana atau fasilitas-
fasilitas umum yang bersifat fisik sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu 
proses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan sosial masyarakat.  
Ekonomi Islam adalah sistem pengaplikasian yang mengatur kehidupan 
manusia berdasarkan ajaran al-Qur’an dan Sunnah, yang implementasinya dalam 
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kegiatan ekonomi ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat, dan setiap 
kegiatannya selalu memikirkan kemaslahatan untuk hajat hidup orang banyak. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi alasan penggunaan dana haji dialokasikan untuk 
pembangunan infrastruktur? 
2. Bagaimana pandangan stakeholder terkait penggunaan dana haji untuk 
pembangunan infrastruktur ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam? 
 
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 1. Tujuan Penelitian 
     a. Untuk mengetahui alasan penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan 
infrastruktur. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan stakeholder terkait penggunaaan dana 
haji untuk pembangunan infrastruktur ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tinjauan 
ekonomi Islam tentang penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur. 
b. Sebagai saran atau masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama 
dan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan 
penggunaan dana haji dengan baik dan lebih produktif dalam menjalankan 
perannya sebagai regulator. 
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c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi kepada masyarakat  
pada umumnya, dan terkhusus kepada calon jamaah haji untuk menambah 
pengetahuan mengenai alokasi penggunaan dana haji terhadap pembangunan 
infrastruktur. 
d. Dapat menjadi bahan acuan bagi penulis berikutnya yang terkait dengan judul 
penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur. 
E. Kajian Pustaka 
 Sebelum skripsi ini disusun penulis telah berupaya secara maksimal 
menelusuri penelitian terdahulu tentang dana haji dan mengenai pembangunan 
infrastruktur sebagai rujukan bahan referensi untuk menguatkan isi penulisan 
penelitian. 
Rahmansyah Ritonga, dalam jurnalnya dengan judul “Tabung Haji Indonesia 
Alternatif Sumber Dana”. Hasil penelitiannya membahas tentang untuk meyakinkan 
pentingnya tabung haji dalam sistem pengelolaan haji, kita dapat menghitung potensi 
calon haji. Sebagai gambaran riil, saat ini, jumlah calon haji yang telah mendaftar 
mencapai sekitar 2 juta orang. Artinya, jika jumlah tersebut dibagi jatah kuota jamaah 
haji Indonesia, maka daftar tunggunya (waiting list)-nya bisa mencapai hingga 8 atau 
10 tahun kedepan. Bisa dibayangkan berapa dana tabung haji yang seyogyanya bisa 
diberdayakan untuk kepentingan umat. Apabila masing-masing calon haji harus 
menyetor Rp 25 juta sebagai dana awal, maka terkumpul freshmoney sebanyak Rp 50 
triliyun. Bahkan diperkirakan, pada kondisi tertentu kelak akan terjadi lonjakan besar 
(boom) terhadap pendaftar calon haji. Tentu suatu saat dana haji akan mengalami 
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surplus, dan suatu waktu pemerintah dapat meminjam dana tersebut untuk 
kepentingan pembangunan. Jika analisis tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka 
dipastikan umat Islam akan memiliki sumber pendanaan yang dahsyat untuk 
mengembangkan berbagai program pembangunan umat, seperti bidang pendidikan, 
kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, pemberdayaan ekonomi, riset dan beasiswa, 
pengembangan budaya serta peradaban pada umumnya.19 
Biro Riset BUMN (LM-FEB UI) dengan jurnal (2016) yang berjudul “Model 
Pembiayaan Infrastruktur: Indonesia Dan Negara Lain”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Indonesia relatif sangat 
besar mengingat kualitas infrastruktur Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan 
negara Asia lainnya seperti Singapura, Jepang, China dan India. Berdasarkan World 
Economic Forum (2013), kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan berada 
pada peringkat 92 baik pada kualitas jalan, pelabuhan, maupun kualitas penyediaan 
listrik. Kurangnya kwalitas infrastruktur Indonesia tidak terlepas dari masalah 
pendanaan. Selama ini, belanja investasi infrastruktur rendah dan tidak memadai 
untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah Indonesia 
yang sangat luas. Pengeluaran untuk infrastruktur dari APBN tahun 2013 hanya 
berkisar 2,3% dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 203 triliun. Kalau 
digabung sumber lain (APBD, BUMN dan swasta) total pengeluaran untuk 
infrastruktur mencapai Rp 438 triliun atau 4,72% dari PDB. Dengan demikian, 
pembangunan infrastruktur di Indonesia masih bergantung pada dana APBN dan 
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APBD, sedangkan peran swasta belum signifikan. Jika dibandingkan dengan negara 
ASEAN lainnya, anggaran infrastruktur di Indonesia tidak memadai. Rendahnya 
alokasi anggaran untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia mengakibatkan 
produktivitas nasional rendah dan daya saing relatif rendah dibandingkan negara lain 
dalam kawasan yang sama. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas 
infrastruktur. Hal ini terlihat dari anggaran pembiayaan infrastruktur dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 ‐ 2019 sebesar Rp 6.780 
triliun. Kebutuhan dana investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan Bappenas 
hanya dapat dipenuhi oleh APBN sebesar Rp 1.000 triliun, APBD sebesar Rp 500 
trilun, BUMN dan swasta sebesar Rp 210 triliun, Perbankan sebesar Rp 500 triliun, 
Asuransi dan Dana Pensiun sebesar Rp 60 triliun, serta lembaga pembiayaan 
infrastruktur yang ada sebesar Rp 500 triliun, oleh karena itu ada financial gap 
sebesar Rp 4.000 triliun yang harus dipenuhi dari sumber pendanaan lain guna 
melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.20 
Riko Nasri dalam jurnal Vol. 6 (2013) dengan judul “Bank Haji Indonesia: 
Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indonesia 
(Sebuah Gagasan)”. Hasil penelitian ini membahas tentang sebuah gagasan ide untuk 
mendirikan Bank Haji Indonesia (BHI) sebagai upaya optimalisasi pengelolaan dana 
haji untuk kesejahteraan jama’ah haji, ada dua alternatif pilihan yang di usulkan, 
pertama Bank Haji Indonesia (BHI) bisa berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
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dibawah naungan Kementerian BUMN yang dikelola secara profesionalitas oleh ahli-
ahli keuangan dan perbankan Syariah serta ahli ekonomi dan hukum Islam. Jika BHI 
berupa BUMN, hal ini berarti fungsinya hampir sama dengan bank-bank Syariah 
pada umumnya yakni ada proses penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, 
Investasi di sektor keuangan. Dengan demikian berarti BHI berorientasi profit 
oriented dengan tetap menfokuskan pelayanan maksimal pengelolaan dana haji untuk 
kesejahteraan nasabah (jama’ah haji). Lalu jika BHI berupa Badan Layanan Umum 
(BLU) dibawah naungan Kementerian Agama bentuknya tidak akan jauh berbeda 
dengan Lembaga Tabung Haji milik Malaysia.21 
Hendri Tanjung dalam jurnal ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 1 No. 1 (2010) 
dengan judul “Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi”. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa Dalam Ibadah haji, terdapat sisi-sisi ekonomi, yang dapat 
digolongkan kepada 3 bagian besar, yaitu sisi–sisi ekonomi pra haji, saat haji dan 
pasca haji. Sisi-sisi ekonomi Pra haji mencakup perbekalan harta yang dibawa untuk 
ibadah haji harus harta yang halal, tidak diperoleh dengan cara korupsi, manipulasi, 
dsb. Diantara syarat kehalalan harta itu adalah, halal cara mendapatkannya. Aspek 
lain adalah memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk menyediakan 
perlengkapan-perlengkapan haji, dan kesempatan kepada warga negara baik didalam 
dan luar negeri untuk menjadi tenaga musim haji. Adapun sisi ekonomi ketika haji 
adalah sedekah, badal haji, dam. Termasuk dalam aspek ekonomi ketika haji adalah 
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asuransi haji. Sedangkan sisi-sisi ekonomi pasca haji adalah disiplin membayar zakat, 
kesediaan memberi harta kepada yang membutuhkan (infaq, sedekah dan manihah). 
Memperbanyak investasi akhirat dengan memperbanyak zakat. Beberapa hikmah 
ekonomi dari ibadah haji yang mencakup sistem produksi, konsumsi dan distribusi. 
Dari sistem produksi, tercipta peluang ekspor yang akan menambah kekayaan negara. 
Sementara dari sisi konsumsi, haji mabrur akan mencintai pola konsumsi yang 
pertengahan (tidak boros dan tidak kikir). Dan dari sistem distribusi, dengan adanya 
ibadah haji ini, tercipta distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.22 
Imron Hadi Tamin dalam jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No. 1 (2011) dengan 
judul “Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas 
Lokal”. Hasil penelitian ini membahas tentang Studi tentang praktek filantropi petani 
jeruk di Sukoreno terhadap pengentasan kemiskinan di dalam komunitas lokal 
ditujukan pada bentuk-bentuk filantropi yang berkembang di tengah-tengah 
masyarakat. Dari hasil penelitian, bentuk bentuk filantropi yang tumbuh dan 
berkembang dapat diidentifikasikan ke dalam dua bentuk; pertama, filantropi Islam 
dan kedua, filantropi sosial. Filantropi-filantropi tersebut berbentuk; zakat, infaq, 
sadaqah, wakaf, pemberian bantuan untuk keluarga miskin, pembangunan 
infrastruktur untuk kepentingan bersama, pemberian lahan garapan bagi keluarga 
miskin, membantu memperbaiki perumahan keluarga miskin, membantu 
memberdayakan ekonomi keluarga melalui budidaya ikan dan membantu ekonomi 
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keluarga melalui pemberdayaan perempuan dengan ketrampilan dan kerajinan. 
Melalui kedua jenis filantropi tersebut, upaya pengentasan kemiskinan lokal yang 
berbasis filantropi dapat dijelaskan. Tindakan filantropi yang dilakukan oleh para 
petani jeruk terhadap keluarga kurang beruntung (disadvantages family) merupakan 
bentuk ketaatan terhadap dogma-dogma agama sekaligus juga bentuk rasa solidaritas 
sosial (social responsibility). Relasi antara kedua bentuk filantropi; agama dan sosial 
dalam kerangka pengentasan kemiskinan tidak bersifat saling mendukung satu 
dengan yang lain. Melalui kerangka analisis strategis, studi ini mengungkap 
intervensi filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa 
Sukoreno.23 
Abdurrohman Kasdi dalam jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 2 (2016) dengan 
judul “Filantropi Islam untuk pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan 
ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan pengelola BMT se-
Kabupaten Demak sudah sangat bagus dan tertata secara sistematis. Indikatornya 
adalah: adanya sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (feed 
back) dan dengan sistem pilot project. Sedangkan indikator pemberdayaan ZISWAF 
yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: adanya pemberdayaan untuk 
pengembangan sumber daya manusia, dengan model pemberdayaan ekonomi, dan 
pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung 
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berupa santunan, penyaluran untuk sarana prasarana pendidikan, penyaluran dana 
untuk yatim piatu, penyaluran untuk sarana ibadah, dan untuk kegiatan sosial 
lainnya.24 
Imas Syarifah Ahmad dalam jurnal (2014) yang berjudul “Pengelolaan Dana 
Umrah Berbasis Investasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
dana umrah berbasis investasi merupakan suatu upaya mencari solusi agar 
pembiayaan umrah dapat menjadi lebih murah, selain dapat memudahkan para calon 
jamaah. Akan tetapi, apabila mekanisme yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak 
Islami, seperti dengan menggunakan bunga, maka hukumnya menjadi haram, karena 
bunga adalah riba yang telah jelas diharamkan oleh Allah Swt dalam al-Qur’an. Atau 
dengan menggunakan cara maysir dan gharar, maka hukum investasi dana umrah ini 
menjadi haram juga. Jadi solusinya untuk menginvestasikan dana umrah ini harus 
ditempatkan pada wadah yang memenuhi aturan berdasarkan syariat.25 
Qurratul Aini Wara Hastuti dalam jurnal Zakat dan Wakaf dengan judul 
“Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu hal yang sangat perlu 
dan mendesak (urgen) dalam pemahaman yang sama adalah, peningkatan kekuatan 
ekonomi umat melalui manajemen zakat dan wakaf yang baik akan terjadi, bila 
dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara lembaga yang dimiliki umat. Zakat 
                                                          
24
Abdurrohman Kasdi, Filantropi Islam untuk pemberdayaan Ekonomi Umat (Model 
Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak, Jurnal Iqtishadia, Vol. IX, No. 2, (2016), h. 
244. 
25
Imas Syarifah Ahmad, Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi, Jurnal Filsafat dan 
Budaya Hukum, h. 293. 
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dan wakaf dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti 
pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dalam hal orang tua 
mereka termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Singkatnya, para pengelola zakat 
dan wakaf harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula 
pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) harus disampaikan secara terang dan jelas 
agar kepercayaan muzakki dan waqif akan semakin bertambah.26 
M. Zainul Abidin dalam jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15, No. 2 
(2016) dengan judul “Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur 
dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji”. Hasil penelitian ini 
memyimpulkan bahwa keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung 
pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai 
dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam 
perspektif keuangan islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) 
untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan 
keamanan/keutuhan dana jamaah haji. Mengingat keuangan haji dalam UU 34/2014 
bersifat dana titipan (wadiah yadh dhamamah), maka pelaksanaan investasi untuk 
pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan 
mendapatkan kepastian pengembalian penuh, seperti sukuk negara. Selanjutnya, 
berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur 
ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan 
                                                          
26
Qurratul Aini Wara Hastuti, Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal ZISWAF, Vol. I, No. 2, (Desember, 2014), h. 401. 
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penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana 
calon jamaah haji. Di samping itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada 
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A. Teori Maslahah 
  Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan 
ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan 
kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.1 
Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian 
syar’i mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan 
kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka pemeliharaan hak hamba. Sehubungan 
dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak 
menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi 
dalam membicarakan maslahah memberikan dua dlawabith a-maslahah (kriteria 
maslahah) sebagai batasan: Pertama, maslahah itu harus bersifat mutlak, artinya 
bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, 
maslahah itu bersifat universal (kuliyah) dan universitalitas ini tidak bertentangan 
dengan sebagian juziyat-nya.2 
Dia mengklarifikasikan maslahah menjadi dua bagian, maslahah dari 
keberadaannya di dunia dan dari aspek hubungannya dengan statement syari’ah 
(khitab syari’ah). Dalam kaitannya dengan keberadaaan dunia, maslahah berarti 
sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala 
sesuatu yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam 
dataran praktis, maslahah berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat 
                                                 
1
Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan 
Bintang,1955), h. 43. 
2
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-syatibi, (Jakarta: Rajawali Press, 
1996), h. 69.   
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yang disebut adat. Sedangkan aspek kedua, segala sesuatu kembali lagi keketentuan-
ketentuan syari’ah. Dalam hal ini, apabila syar’i  memerintahkan sesuatu itu 
dikerjakan oleh manusia berarti maslahah dan apabila dilarang berarti mafsadah.3 
Adapun menurut al-Ghazali, memformulasikan  teori kemaslahatan dalam 
kerangka mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-
tujuan syara’. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali,  harus  seiring dengan tujuan 
syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.  Atas dasar ini, yang menjadi 
tolak ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara’,  bukan  didasarkan 
pada kehendak hawa nafsu manusia. Tujuan syara’  dalam menetapkan hukum itu 
pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan 
manusia.  Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun 
kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan 
pada pertimbangan akal dalam mengambil sikap penilaian terhadap sesuatu itu baik 
atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu  ialah sesuatu yang baik  secara rasional juga 
harus berdasarkan tujuan syara’.4 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa maslahah yaitu 
mengambil segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala hal yang dapat 





                                                 
3
Sakirman, Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah, Palita: Journal of Social-
Religi Research 1, no. 1 (April 2016), h.20. 
4
Efrinaldi, Rekonstruksi Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam 
Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi, (2008), h. 3. 
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B. Teori Kebutuhan 
Secara umum yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu keinginan  
manusia untuk memperoleh barang dan jasa.5 Dengan pengertian lainnya kebutuhan 
juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam bentuk 
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan merupakan fitrah 
manusia yang bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di 
samping kepuasan. Pemenuhan terhadap kepuasaan akan memberikan manfaat, baik 
secara fisik, spiritual, intelektual maupun material.6 
Kebutuhan setiap manusia sangat beragam dan jumlah kebutuhannya tidak 
terbatas karena itu sudah menjadi kodrat atau hakekat manusia tidak akan pernah 
merasa puas atau selalu merasa kekurangan. Saat salah satu kebutuhan manusia 
terpenuhi akan muncul keinginan-keinginan lain dalam diri manusia yang juga ingin 
ia penuhi. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret 
(nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata). Misalnya rasa aman, ingin dihargai, 
atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. 
Abraham Maslow, salah seorang tokoh terkemuka pengembang psikologi 
humanistik, mengembangkan model hierarki kebutuhan (1950) dan teorinya hingga 
sampai saat ini tetap digunakan dalam memahami motivasi manusia yang dikenal 
dengan Maslow’s Needs Hierarchy Theory A Theory of Human Motivation. Maslow 
menyusun hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan 5 biologis dasar sampai motif 
psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan menjadi penting setelah kebutuhan 
                                                 
5
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Esklusif Ekonomi Islam, h. 68. 
6
Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Cet. III; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), h. 104. 
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dasar terpenuhi.7 Menurut Maslow seseorang yang berprilaku atau bekerja sebab 
didorong atas berbagai jenis kebutuhan, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu 
berjenjang. Jika kebutuhan pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka kebutuhan 
ketiga sampai tingkat kelima juga dipenuhi.8 
Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya 
berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki 
kebutuhan, yaitu : 
1. Kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti: rasa lapar, haus, istirahat, 
dan sex; 
2. Kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi 
juga mental, psikologikal dan intelektual; 
3. Kebutuhan akan kasih saying (love needs); 
4. Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin 
dalam berbagai simbol-simbol status; dan 
5. Aktualisasi diri (Self Actualization), dalam arti ada kesempatan bagi seseorang 
untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah 
menjadi kemampuan nyata. 
Islam juga memberi konsep bahwa semua barang dan jasa yang mempunyai 
maslahah dikatakan sebagai kebutuhan. Maslahah ialah kepemilikan atau kekuatan 
barang/jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat 
manusia di dunia ini dan ganjaran pahala untuk kehidupan akhirat.9 Jadi kebutuhan 
                                                 
7
Rita L. Atkinson & Richard C Atkison, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Erlangga, 1982), h. 
54. 
8
Sarlito W. Sarwono, Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 2000), h. 174-175. 
9
Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 5. 
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tidak hanya untuk duniawi saja, kebutuhan harus sejalan dengan tujuan hidup yang 
sejatinya untuk kehidupan akhirat. 
Menurut Syatibi, kebutuhan menurut Islam (maslahah), dibedakan menjadi 
tiga, yaitu : 
a. Kebutuhan Dharuriyyah 
Daruriyyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan 
hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Kebutuhan dharuriyyah dalam 
pengertian ini berpangkal daripada pemeliharaan lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, 
kehormatan, dan harta. Contoh kebutuhan dharuriyyah : 
1. Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga: pangan, sandang, papan dan 
kesehatan 
2. Pengeluaran untuk keagamaan: pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan  
hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam 
3. Pengeluaran untuk memelihara akal: pengeluaran untuk pendidikan 
4. Pengeluaran untuk memelihara kehormatan: pengeluaran untuk  biaya 
perkawinan dan sejenisnya 
5. Pengeluaran untuk menjaga  harta kekayaan, misalnya membeli brankas-
brankas yang cocok untuk menyimpan harta.10 
b. Kebutuhan Hajiyah 
Kebutuhan ini maksudnya untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan atau 
menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan 
manusia. Pada dasarnya jenjang hajiyah ini merupakan pelengkap yang 
mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyyah.Atau lebih 
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Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 20. 
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spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia 
di dunia.11 
c. Kebutuhan Tahsiniyah 
 Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup 
serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah  berpangkal dari 
tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan  manusia  menurut jalan yang baik. 
Secara lebih spesifik tahsiniyah adalah  semua barang yang membuat hidup 
menjadi  lebih mudah  dan gampang tanpa berlebih-lebihan atau bermewahan, seperti 
makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang 
tertata lengkap dan  tertata  indah, serta semua barang yang menjadikan hidup 
manusia menjadi lebih baik. 
Contoh barang kebutuhan tahsiniyah: 
1. Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara’ 
2. Pengeluaran untuk membeli beberapa  perlengkapan yang memudahkan 
pekerjaan perempuan di rumah. 
3. Pengeluaran untuk memperindah rumah. 
 Daruriyyah wajib untuk dipelihara. Hajiyah boleh ditinggalkan apabila jika  
memeliharanya dapat merusak hukum dharuriyah, dan tahsiniyah boleh ditinggalkan 
apabila dalam menjaganya merusak hukum dharuriyyah dan hajiyah. Jadi, secara 
umum barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi kelima elemen 
pokok (dharuriyah) telah dapat dikatakan memiliki maslahah bagi umat manusia.12 
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Ika Yunia Fauzia, dkk, Prinsip dasar Ekonomi Islam, (Sidoarjo: Kencana, 2014), h. 68. 
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Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 20. 
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C. Pengembangan Dana Umat 
 Sebagai agama rahmatanlilalamin, Islam senantiasa berusaha mewujudkan 
kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh umat manusia. Pengembangan dana umat 
merupakan suatu upaya pemanfaatan dana dari umat yang dikelola secara produktif, 
dapat berkembang, dan berpotensi memiliki nilai manfaat yang lebih besar dan dapat 
dirasakan hasilnya secara bersama dengan waktu yang lama (jangka panjang). 
 Dana umat dapat diperoleh dan dikembangkan melalui instrumen keuangan 
seperti zakat, wakaf dan sebagainya. Wakaf berupa uang misalnya dapat digunakan 
untuk investasi bisnis yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara dengan cara mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal 
investasi. Jika dana wakaf dihimpun dan dikembangkan secara profesional dan 
bertanggung jawab, maka akan memberikan potensi untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.13 Begitu pula zakat yang mempunyai prinsip-prinsip dengan 
sangat jelas, bila prinsip-prinsip ini hendak dijalankan dengan sikap adil dan 
bertanggung jawab, maka zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka 
pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat mewujudkan 
pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.14 
 Selain wakaf dan zakat, instrumen keuangan yang lain juga seperti dana haji 
dapat menunjang stabilitas sosial serta mampu mewujudkan pertumbuhan 
perekonomian negara jika dikelola secara produktif dan profesional. 
 
 
                                                 
13Sri Lum’atus Sa’adah, Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, h. 
27. 
14
Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Cet. I; Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 
2015), h. 133. 
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D. Ibadah Haji 
  Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim 
yang  telah siap dan mampu baik secara fisik, mental, dan juga financialnya untuk 
mengunjungi Tanah Suci dan melakukan segala amalan-amalan yang telah diatur dan 
ditetapkan tata caranya berdasarkan ajaran Rasulullah saw. Ada beberapa hal yang 
perlu diketahui tentang ibadah haji, diantaranya: 
 1. Pengertian Haji 
  Haji berasal dari kata al-hajj yang artinya tujuan, dan orang Arab 
mengartikannya dengan setiap bepergian menuju tempat yang dimuliakan dengan 
Hajjan, kemudian artinya dikhususkan oleh syariat yaitu menuju Ka’bah untuk 
menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, dikatakan bahwa haji adalah pergi menuju 
Mekah untuk menjalankan manasik haji, artinya menjalankan ibadah haji pada 
tempat-tempatnya.15 
 Haji secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab al-hajj; berarti tujuan, 
maksud melakukan perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, al-hajj berarti 
berkunjung atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, dimana 
umat Islam dari berbagai Negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka’bah) 
pada musim haji karena tempat ini dipandang sebagai tempat yang mulia dan agung. 
 Makna haji secara istilah (terminologi) adalah perjalanan mengunjungi 
Baitullah untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah pada waktu dan tempat 
yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir (lahir 1915 M), 
mendefinisikan haji, yakni; “Dengan sengaja pergi ke Mekah untuk melaksanakan 
tawaf, sa’I, wukuf di Arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka 
                                                 
15Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari, Haji Bersama Nabi “Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunnah 
Nabi”, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009), h. 59.  
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memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah dan mengharapkan keridhaan Allah.”16 
Haji merupakan rukun Islam kelima yang waktu pelaksanaannya sudah ditetapkan 
yakni antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya, sebagaimana 
dalam firman Allah swt (Q.S. Al-Baqarah / 2 : 197) yang dapat dipahami sebagai 
berikut: 
ٱ َلاَدِج َلََو َقىُُسف َلََو ََثفَر ََلَف َّجَحۡنٱ َّهِهِيف َضََزف هََمف ٞۚٞت ََٰمُىهۡع َّم ُٞزهَۡشأ ُّجَحۡن
ٱ ِيف ٰۖ َٰيَىۡقَّتنٱِدا َّزنٱ َزۡيَخ َِّنَإف ْاوُد َّوََزتَو ُِّۗ َّللّٱ ُهَۡمهَۡعي ٖزۡيَخ ۡهِم ْاُىهَعَۡفت اَمَو ِِّّۗجَحۡن




 “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang 
menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh 
rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. 
dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. 
berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan 
bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal”.17 
 Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu 
(istitha’ah) melaksanakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi 
untuk menjalankan ibadah haji terletak pada kemampuan personal baik dari segi 
kesehatan jasmani dan rohani, ekonomi, serta pengetahuan seputar agama Islam 
khususnya manasik haji, yang mana kesiapan calon jama’ah haji dari pelbagai aspek 
tersebut hendak dipenuhi untuk menunjang kelancaran serta menjaga kekhusukan 
ibadah haji. 
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Said Aqil Husin Al Munawar, Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jama’ah Mencapai Haji 
Mabrur, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1. 
17
Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: 
Dipenogoro, 2005), h. 31. 
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 Orang muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji telah menyempurnakan 
rukun Islam mereka untuk menjadi seorang muslim secara kaffah dan lebih 
mentaqwakan diri kepada Allah SWT karena telah melaksanakan rangkaian rukun 
Islam secara lengkap yang semata-mata hanya untuk mencari ridho-Nya.18 Dan 
tentunya orang-orang sepulang haji akan lebih peka terhadap realitas sosial sehingga 
instrument  seperti zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan umat diaplikasikan. 
 2. Hukum Haji 
  Haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Sebagai rukun Islam, haji 
hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ ulama.19 Diantara ayat al-
Qur’an yang menjadi landasan kewajiban haji ditegaskan dalam QS. Ali Imran: 97. 
                    
Terjemahnya: 
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 
orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”20 
 3. Syarat dan Rukun Haji 
 Ibadah haji terdiri dari beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: 
a. Harus Beragama Islam 
 Orang yang bukan beragama Islam, tidak diwajibkan haji baginya, jikalau ia 
melaksanakan haji, hajinya tidak akan sah. 
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Michael Wolfe, Haji, (Jakarta: PT. Seambi Ilmu Semesta 2003), h. 5. 
19
Said Aqil Husin Al Munawar, Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jama’ah Mencapai Haji 
Mabrur, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 7. 
20
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Mujamma’, Jakarta, 1971, h. 92. 
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b. Berakal Sehat 
 Berakal sehat dapat membedakan hal yang halal dan haram sehingga tahu 
perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka diwajibkan 
baginya untuk melaksanakan haji. Orang gila tidak diwajibkan menunaikan ibadah 
haji,  jika ia berhaji masih dalam keadaan gila, hajinuya tidak sah. 
c. Sudah Baligh 
 Anak kecil tidak wajib haji baginya, karena dia tidak ditaklif (diberi 
kewajiban). Tetapi jika ia menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Tetapi 
kewajiban hajinya belum gugur, apabila ia telah dewasa atau baligh dan telah 
memenuhi persyaratan-persyaratannya.21 
d. Merdeka 
 Orang yang bebas dari perbudakan diperuntukkan wajib haji baginya, 
sedangkan budak atau hamba sahaya tidak diwajibkan atasnya ibadah haji karena 
segala pekerjaannya merupakan hak milik tuannya. 
e. Mampu 
 Mampu dalam menjalankan ibadah haji memiliki beberapa makna 
diantaranya: badan yang sehat, aman di perjalanan, dan memiliki bekal yang 
mencukupinya selama menjalankan ibadah haji sampai kepulangannya.22 Mampu 
disini dalam artian mencakup semua aspek agar dapat menjalankan ibadah haji 
dengan tenang, aman, dan nyaman. 
                                                 
21
Muqarrabin Misbah, Penuntun Manasik Haji Dan Umrah, (Cet. II; Demak: CV. Media 
Ilmu, 1995), h. 16. 
22Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari, Haji Bersama Nabi “Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunnah 
Nabi”, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009), h. 103-108. 
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 Ibadah haji terdapat rukun haji yang harus diketahui, karena rukun haji 
merupakan amalan-amalan manasik yang wajib dikerjakan dalam haji. Rukun-rukun 
haji tersebut diantaranya : 
a. Ihram 
  Ihram ialah memulai dengan niat untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh. 
Niat dimulai pada saat memakai pakaian ihram, bagi laki-laki memakai kain lepas 
(tidak berjahit) satu helai sebagai pengganti sarung dan satu helai lagi seebagai 
selendang. Sedangkan untuk perempuan pakaian yang digunakan sama seperti 
pakaian shalat. 
b. Thawaf 
 Thawaf merupakan aktivitas mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran. 
Thawaf rukun ini disebut thawaf “ifadhah”, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 
Al-Hajj: 29). 
 ِكِيتَعۡنِٱتَۡيثۡنِٱت ْاُىف َّىََّطيۡنَو٩٩ 
 
Terjemahnya:  
 “Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu 
(Baitullah).”.23 
c. Sa’i 
 Sa’i yaitu melakukan aktivitas lari-lari kecil diantara bukit Safa dan Marwah, 
sebanyak tujuh kali dengan syarat: 
 1. Mulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah 
  2. Sa’i dilakukan tujuh kali dari Safa sampai Marwah terhitung satu kali, dan 
kembalinya juga terhitung satu kali 
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Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: 
Dipenogoro, 2005), h. 335. 
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 3. Sa’i dilakukan setelah melakukan thawaf 
d. Wukuf di Arafah 
Wukuf di Arafah mulai dari tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 
bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Setiap orang yang menunaikan 
ibadah haji wajib berada di padang Arafah. 
e. Mencukur atau menggunting rambut 
 Mencukur atau menggunting rambut termasuk rukun haji, mencukur tidak 
harus memotong seluruhnya tetapi cukup tiga helai rambut sudah dianggap 
memadai.24 
Selain syarat dan rukun haji, hal yang juga penting dan harus diketahui adalah 
wajib haji. Wajib haji adalah amalan manasik yang semestinya dilaksanakan ketika 
berhaji, tapi apabila ketika ditinggalkan dapat diganti dengan membayar denda (dam). 
Artinya, meninggalkan wajib haji tidak menyebabkan hajinya batal/atau tidak sah, 
hajinya akan tetap sah tetapi diharuskan membayar denda (dam).25 Rukun dan wajib 
haji merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. 
E. Dana Haji dan Pengelolaannya 
1. Dana Haji 
Dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah dana 
setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana 
abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka 
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan 
                                                 
24
M. Ali Hasan, Tuntunan Haji Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji, 
(Cet.II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 21-30. 
25
M. Masrur Huda, Syubhat Seputar Haji dan Umrah, (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 2012), h. 6. 
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umat Islam. Selanjutnya Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2014 memuat jenis-jenis 
penerimaan keuangan haji yang terdiri dari: (1) setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; 
(2) nilai manfaat keuangan haji; (3) dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; (4) 
Dana Abadi Umat; dan/atau; (5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.26 
 2. Pengelolaan Dana Haji 
 UU No. 34 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji 
dilaksanakan oleh BPKH. Pasal 48 ayat (1) mengatur bentuk kewenangan BPKH 
dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sebagai berikut: (1) 
Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk 
perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya; (2) 
Penempatan dan/atau investasi keuangan haji tersebut dilakukan sesuai dengan 
prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai 
manfaat, dan likuiditas; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau 
investasi keuangan haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.27 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang 
menyebutkan bentuk investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat 
berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya, maka dapat dimaknai bahwa 
pembentuk undang-undang memberi peluang bentuk investasi langsung dan investasi 
lainnya di luar investasi produk perbankan, surat berharga, dan emas. Dengan 
demikian investasi dana haji melalui sektor infrastruktur juga dimungkinkan, 
sepanjang didasarkan pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, 
kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Hal ini mengingat dana haji adalah dana 
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DPR-RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Haji. 
27
UU Nomor  34 Tahun 2014 Pasal 48 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Haji 
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titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.28 Oleh karena itu 
pengelolaan dana haji harus betul-betul diperhatikan dengan serius tanpa kelalaian 
dalam pengelolaannya. 
 Pengelolaan keuangan haji seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, 
serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Peningkatan nilai manfaat dana jamaah 
haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, 
transparan, dan akuntabel.  
Pengelolaan dana haji yang berpotensi untuk dioptimalkan nilai manfaat dan 
keuntungannya, melalui: 
a. Investasi 
 Investasi adalah komitmen atas sejumlah dan atau sumber daya lainnya yang 
dilakukan pada saat ini, dengan tujuan mengharapkan atau memperoleh sejumlah 
keuntungan di masa yang akan datang.29 Investasi, yang lazim disebut juga dengan 
istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang 
menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat 
diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau 
perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan 
untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 
tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan 
perekonomian tersebut akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang 
                                                 
28
Sulasi Rongiyati, Perspektif  Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur, 
Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017. 
29
http://www.deden08m.wordpress.com, Diakses tanggal 23 agustus 2017. 
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akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-
barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasikan. 
b. Infrastruktur 
Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam 
penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-
pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem 
infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem 
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat 
didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-
peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya 
sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.30 
Infrastruktur dapat diartikan sebagai kemudahan dasar dalam berbagai 
instalasi terutama dalam sistem komunikasi, transportasi, listrik, dan air yang 
dibutuhkan masyarakat dalam menunjang aktivitasnya baik itu untuk usaha dalam 
bentuk industri maupun perdagangan serta untuk mendukung kelancaran arus barang 
dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain.  
F. Kriteria Investasi 
 Sesuai dengan keputusan UU No. 34 tahun 2008 bahwa seluruh investasi itu 
harus memenuhi rambu-rambu, diantaranya adalah sesuai syariah, dilakukan atas 
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dasar kehati-hatian, akuntabel, dan lain sebagainya. Dalam fikih, investasi juga harus 
memenuhi beberapa kriteria berikut: 
1. Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. 
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah fatwa-
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI selaku otoritas fatwa di Indonesia. 
Diantara transaksi yang dilarang adalah transaksi diseluruh portofolio atau 
produk Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ataupun usaha-usaha yang 
tidak halal, seperti usaha-usaha yang bergerak di bidang pornografi, pornoaksi 
atau hal-hal yang memberikan mudharat kepada anak bangsa dan pendidikan 
pada umumnya. 
3. Investasi tersebut memberikan imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang bisa 
dikendalikan, yaitu dengan cara memilih perusahaan-perusahaan yang amanah 
tetapi juga resikonya harus ditimigasi. Hal ini sesuai dengan penegasan dari 
Ibnu Taimiyyah bahwa resiko itu ada dua yaitu pertama adalah resiko dengan 
atau bisnis yang tidak bisa dihindarkan namun dibolehkan oleh syariat. 
Sedangkan resiko yang dilarang adalah resiko yang berbasis judi atau spekulasi. 
4. Investasi tersebut prioritasnya dilakukan pada sektor rill sebagaimana 
berdasarkan prinsip fikih aulawiyyat atau fikih prioritas yang mengharuskan 
kita untuk memilih mana yang lebih baik daripada yang baik dan mana yang 
lebih mashlahat daripada yang mashlahat. Dalam kaidah fikih juga disebutkan 
bahwa mashlahat yang lebih besar didahulukan daripada mashlahat yang lebih 
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sedikit dan mashlahat yang mencakup orang banyak juga didahulukan daripada 
mashlahat yang mencakup orang sedikit.31 
G. Hukum Investasi Dana Haji 
  Sesungguhnya jika dana haji itu dibayarkan sebelum menunaikan ibadah haji 
maka dana tersebut akan bisa digunakan langsung dan tidak ada dana yang 
mengendap. Tetapi dengan kondisi antrian dan daftar tunggu jamaah haji saat ini, 
maka menimbulkan banyak dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan 
pada saat yang bersangkutan itu menunaikan ibadah haji. Begitu pula, dana-dana lain 
seperti dana efisiensi, manfaat haji dan dana abadi umat yang berpotensi untuk 
dikembangkan manfaatnya.  
 Pertanyaan fikihnya adalah bolehkah menginvestasikan dana-dana tersebut 
untuk bersangkutan? Jika dana tersebut dibiarkan (idle) tidak dikelola dan 
dimanfaatkan maka hal ini bertentangan dengan Q.S At-Taubah: 34. 
 ِساَّىنٱ َل ََٰىَۡمأ َنُىهُكَۡأَين ِنَاثۡه ُّزنٱَو ِرَاثَۡحۡلۡٱ َه ِّم اٗزِيثَك َِّنإ ْا َُٰٓىىَماَء َهيِذَّنٱ َاهَُّيأ
َٰٓ ََٰي۞
 ِذَّنٱَو ِِّۗ َّللّٱ ِمِيثَس هَع َنو ُّدَُصيَو ِمِط ََٰثۡنِٱت َاَهوُىِقفُىي َلََو َة َِّضفۡنٱَو ََةهَّذنٱ َنوُِزىَۡكي َهي
 ٖمِيَنأ ٍباَذَِعت ُمهۡز َِّشَثف ِ َّللّٱ ِمِيثَس ِيف٤٣  
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”.32 
 Menimbun harta tersebut juga bertentangan dengan maqashid syari’ah, 
dimana setiap harta itu harus dikembangkan agar memberikan manfaat yang besar 
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Oni Sahroni, Fikih Pengelolaan Keuangan Haji, h. 5. 
32
Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: 
Dipenogoro, 2005), h. 192. 
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sesuai dengan kaidah. Salah satu bentuk sarana agar harta itu terlindungi dari 
keberadaannya maka dengan dioptimalkan. Oleh karena itu, maka dana tersebut harus 
diinvestasikan dan dikembangkan, sehingga memberikan return dan bagi hasil agar 
bisa memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi jamaah haji dan masyarakat pada 
umumnya. Dengan demikian, maka menginvestasikan dana idle bagi dana-dana haji 
itu wajib dilakukan dengan ketentuan bahwa itu terjadi dengan izin, mandate atau 
kuasa daripada jamaah haji kepada BPKH untuk menempatkannya dalam portofolio 
tertentu yang halal dan menguntungkan.33 
H. Kerangka Berpikir 
 Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara dalam bentuk 
gambar terhadap permasalahan atau gejala-gejala yang menjadi objek dalam 
penelitian ini. 
 Pembangunan infrastruktur Indonesia semakin diperhatikan oleh pemerintah 
saat ini yang menjadi salah satu konsentrasi dalam program kerjanya. Upaya 
pemerintah dalam melakukan integritas pembangunan infrastruktur tampaknya tengah 
melirik dana haji  sebagai salah satu sumber pendanaan tersebut, karena dana haji 
yang terhimpun saat ini dianggap berpotensi untuk menutupi kekurangan biaya dalam 
pembangunan. Dana haji yang dialokasikan ke pembangunan infrastruktur diharapkan 
memberi kemaslahatatan masyarakat pada umumnya dan umat muslim pada 
khususnya, mendukung fasilitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji, serta 
menghasilkan keuntungan mengenai pengembangan dana ummat. Harapan tersebut 
dapat terwujud apabila Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemeran 
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Oni Sahroni, Fikih Pengelolaan Keuangan Haji, h. 4. 
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dalam pengelolaan dana haji tersebut bekerja dan bertindak secara profesional dengan 























A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 
maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah riset yang bersifat deskriktif dan cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif. Landasan teori difungsikan sebagai pemandu agar fokus 
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.1 Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
penulis ingin mengetahui bagaimana menganalisis penggunaan dana haji terhadap 
pembangunan infrastruktur serta teknik pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah 
(BPKH) dalam memanfaatkan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. 
Penelitian ini dikatakan sebagai kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan keadaan atau fenomena di lapangan 
berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau 
kalimat, dipisahkan-pisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan, 
kemudian dikembangkan menjadi sebuah permasalahan-permasalahan beserta 
pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan 
data empiris di lapangan.2 
Penelitian berusaha mengupayakan dengan menggambarkan data dari hasil 
observasi mengenai hal perilaku gejala-gejala lainnya dengan seteliti mungkin.3 
Seperti yang dikemukakan oleh Kirk dan Miller, bahwa penelitian kualitatif adalah 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4. 
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Nurdyansah, Penerapan Strategi Bauran Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi 
Konvensional dan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Tahu Jawa di Desa Branggas-
Kediri), h. 72. 
3




kebiasaan (tradisi) tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 
bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan 
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.4 
Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk 
meneliti sebuah kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana peneliti merupakan 
sebagai literatur kunci dan hasil pada penelitian ini menekankan pada makna daripada 
generalisasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta 
mengandung makna.5 
 Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Kementerian Agama 
untuk mengambil data terkait dana haji dan beberapa sumber media yang menjurus 
tentang penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh data yang general dan akurat, sehingga dapat 
mencapai hasil yang maksimal serta penelitian ini dapat diakui sebagai karya 
penelitian yang layak (baik). 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pendekatan Normatif 
Pendekaan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang 
didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur’an, as-Sunnah, 
kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.
6
 
                                                          
4
Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2002), h. 3. 
5
Nurdyansah, Penerapan Strategi Bauran Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi 
Konvensional dan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Tahu Jawa di Desa Branggas-
Kediri), h. 73. 
6
Kodrat Wahyudi, Dampak Hedonisme Terhadap Gaya HidupMahasiswa dalam Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar), h. 58. 
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2. Pendekatan Deskriktif 
Pendekatan deskriktif yaitu data yang dikumpulkan pada pendekatan ini 
berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Dengan demikian, 
laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 
laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah pribadi, catatan lapangan, foto, 
video tape, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan 
ini, peneliti menganalisa data yang sangat kaya dan sejauh mungkin menyerupai 
dalam bentuk aslinya.7 
C. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari 
mana data tersebut diperoleh.8 Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian 
yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.9 Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melalui survei lapangan dengan 
menggunakan semua metode pengumpulan data original.10 Data tersebut 
diperoleh dengan pengamatan langsung dilapangan dan dengan wawancara 
yang terdiri dari ahli fiqih, praktisi haji, pihak pemerintah, akademisi, serta haji.  
2. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan pendukung data primer 
atau sebagai sumber data yang mampu memberikan data tambahan yang bisa 
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memperkuat data primer.11 Data sekunder berupa informasi dalam bentuk media 
cetak, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Menurut Rachman, bahwa penelitian selain menggunakan metode yang tepat, 
juga pentingnya memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Teknik 
pengumpulan data merupakan suatu cara proses yang sistematis dalam pengumpulan, 
pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.12 Untuk mencari dan 
mengumpulkan data-data dari penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai 
berikut : 
1. Observasi / Pengamatan, yaitu metode yang digunakan sebagai pengamatan dan 
pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 
penelitian.13 
2. Interview / Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka antara pewawancara 
dengan informan atau orang yang sedang diwawancarai.14 Wawancara 
dilakukan kepada beberapa orang informan yang meliputi ahli fiqih, praktisi 
haji, pihak pemerintah, akademisi dan masyarakat yang berstatus haji. 
3. Dokumentasi, merupakan pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 
gambaran, notulen, dan lain sebagainya.15 Dokumentasi juga dapat dikakukan 
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dengan cara merekam atau mengambil gambar seputar data penelitian agar hasil 
penelitian lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh khalayak. 
4. Studi Pustaka, adalah metode pengumpulan data dalam melakukan penelusuran 
dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-
undangan mengenai objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data 
yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.16 
E. Instrumen Penelitian 
  Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 
penelitian yakni penulis itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Nasution sebagai 
berikut: “Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasan hal tersebut, karena segala 
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Oleh karenanya, penulis sebagai 
instrumen haruslah divalidasi, seberapa jauh kiranya penulis siap melakukan 
penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam”.17 Peneliti 
menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka (interview 
guide). 
  Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti atau 
pewancara sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada 
dua jenis instrumen bantuan yang lazim digunakan bagi peneliti yakni:18 
1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam, ini merupakan tulisan singkat 
yang didalamnya terdapat daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Daftar ini 
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perlu dilengkapi dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan 
untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban yang jelas dengan alasan, 
bukan dengan menjawab ya atau tidak. 
2. Alat rekaman, dengan menggunakan berbagai alat rekaman seperti tape 
recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video, peneliti dapat 
merekam hasil wawancara mendalam atau hasil observasi. Alat rekaman 
dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untut mencatat hasil 
wawancara mendalam.  Selain kesulitan dan kewalahan, penulis juga dapat 
mengefisienkan waktu dalam memperoleh data, dengan catatan hasil rekaman 
tersebut harus disimpan dengan baik. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah deskriktif kualitatif. 
Sedangkan analisis data merupakan suatu usaha untuk mencari dan menata secara 
sistematis data berupa catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang 
lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai kasus yang diteliti lalu 
menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain.19 Tujuan analisis data adalah untuk 
menyederhanakan data kedalam bentuk dan bahasa yang mudah dicerna. 
Langkah-langkah analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Diartikan sebagai  proses pemilihan, fokus perhatian, pada penyederhanaan, 
pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis 
dilapangan. Kemudian direduksi dengan cara menyusun secara sistematik, 
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mengarahkan, mengabaikan data yang hendak diperlukan, serta mengemukakan 
pokok-pokok data hasil penelitian.20 
2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi maka langkah berikutnya yakni penyajian data, pada 
tahap ini penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 
seluruh permasalahan yang ditemukan dalam penelitian akan dipilih antara 
bagian mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu diklasifikasi kemudian 
diberikan batasan masalah.21 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
Metode terakhir dalam menganalisis data kualitatif yakni penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu dilakukan upaya mencari pola, model, 
tema, hubungan, persamaan dan sebagainya untuk dijadikan kesimpulan. 
Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan 
penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 
penelitian.22 
G. Uji Keabsahan Data 
  Pengabsahan data dilakukan melalui prosedur yang meliputi credibility 
(validitas internal) dan transferability (validitas eksternal).23 
1. Uji Credibility (validitas internal) 
 Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan 
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pengamatan, peningkatan ketekunan dan penelitian, triangulasi, diskusi dengan 
teman-teman, analisis kasus negativ dan memberi chek. Namun karena penelitian ini 
menggunakan berbagai sumber data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat 
digunakan adalah dengan metode triangulasi. 
 Dalam berbagai karyanya, Norman K Denkin mendefinisikan triangulasi 
sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji 
fenomena yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 
Menurutnya triangulasi meliputi 4 hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antara 
peneliti, triangulasi sumber data triangulasi teori.24 Namun peneliti hanya 
menggunakan 2 dari 4 jenis triangulasi untuk menyelaraskan penelitian ini, yaitu: 
a. Triangulasi sumber data, dalam menggali kebenaran informasi tentu dengan 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, melalui wawancara 
dan observasi. 
b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif  berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 
perspektif teori yang relevan untuk menghindari individual peneliti atas temuan atau 
kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 
kedalaman pemahaman jikalau peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara 
mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh. 
2. Uji Transferability (validitas eksternal) 
 Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya 
hasil penelitian  ke objek penelitian lain. Nilai transfer berkenaan dengan kenyataan, 
hingga hasil penelitian dapat diterapkan dan digunakan. Uji ini dilakukan dengan 
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membuat hasil penelitian atau laporan atas penelitian dengan uraian yang secara rinci, 
jelas, sistematis dan dapat dipercaya.25 Dengan demikian, pembaca diberi pemahaman 
secara jelas atas hasil penelitian, sehingga dapat menentukan layak atau tidaknya 
mengaplikasikan hasil penelitian tersebut. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN  
A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah 
Kementerian Agama Republik Indonesia 
1. Sejarah Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah 
Penyelenggaran haji di Indonesia telah melintasi durasi waktu yang sangat 
penting. Mulai masuknya agama Islam di Indonesia hingga masa reformasi saat ini. 
menurut sejarah, umat muslim nusantara menunaikan ibadah haji sejak Islam masuk 
nusantara pada abad ke-10. Pada saat itu ibadah haji dilakukan secara massal seperti 
saat ini. Banyak sekali dinamika yang mengiringi penyelenggaraan haji dari masa ke 
masa dinamika tersebut bermuara pada persoalan pokok yaitu asperk 
penyelenggaraan, serta peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara dua 
negara (Indonesia dan Arab Saudi) yang memiliki perbedaan cara hidup 
bermasyarakat dan berbudaya. Persoalan utama penyelenggaraan ibadah haji pada 
masa penjajahan terletak pada keamanan dan keterbatasan fasilitas. Saat ini, seiring 
dengan peningkatan kondsi ekonomi umat, persoalan utama yang dihadapi adalah 
jumla jamaah yang melebihi quota haji Indonesia. Era reformasi yang mulai 
menggema pada tahun 1998 merupakan sistem keterbukaan dan transparansi. Kondisi 
itu menutup setiap bentuk kebijakan yang ditetapkan harus memenuhi aspek tersebut. 
Setiap kebijakan yang menimbukan ketidak puasan masyarakat akan mendapat 
respon dan kritik yang gencar. Rumusan keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 





1. Jamaah haji yang terdaftar sah dan memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke 
tanah suci. 
2. Seluruh jamah haji yang telah berada di tanah suci dapat menempati 
pemondokan. 
3. Seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat menjalankan ibadah 
wukuf di Arafah dan rukun haji lainnya termasuk jamaah haji sakit dengan 
disafari wukufkan atau dibadal hajikan. 
4. Seluruh jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat dipulangkan ke 
tanah air. 
Setelah 54 tahun penyelenggaraan haji berlangsung sejak Republik Indonesia 
merdeka, terasa payung hukum yang mengatur hal itu masih perlu disempurnakan. 
Karena itu pada Tahun 1999 ditetapkan undang-undang No 17 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Materi yang tertuang dalam naskah UU tersebut 
menekankan pada aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji 
serta mengarah pada sistem yang lebih professional. Selain itu menurut tata hokum 
kenegaraan UU tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi Departemen Agama 
dalam menjalankan kewewenangannya guna menyatukan langkah dalam 
penyelenggaraan ibdah haji. 
Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan undang-undang No 13 tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang baru sebagai pengganti UU No 17 tahun 
1999. Penyempurnaan kebijakan paling mendasar dalam UU yang baru antara lain 
adalah perubahan terhadap salah satu unsur „pengawasan‟ dalam manajemen 




1. Adanya komisi pengawas khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji. 
Pemerintah yang direpresentasikan melalui Departemen Agama sebagai 
penyelenggara ibadah haji harus didampingi oleh suatu lembaga independen yang 
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, sampai selesai operasional haji. Lembaga yang 
harus mendampingi adalah Komisi Pengawas Haji Indonesi (KPHI). 
2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan keuangan hasil efisiensi 
dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga adanya pembentukan Badan 
Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU). Pengelola DAU harus dilakukan oleh 
Badan Pengelola yang terdiri dari dua Dewan Pengelolaan, yaitu Dewan Pengawas 
dan Dewan Pelaksana.  
3. Adanya penguatan hirarkis kebijakan dalan UU yang baru, sehingga perlunya 
peraturan pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden 
(Kepres), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan Peraturan Daerah untuk mengatur 
transportasi di daerah.  
4. Semakin menguatkan perlindungan kepada jamaah haji dan umrah. Hal ini 
merupakan bentuk komitmen dari UU No 13 2008 yang menyebutkan, bagi para 
penyelenggara haji khusus dan perjalanan umrah yang tidak bisa memenuhi 
ketentuan sesuai UU No 13 tahun 2008 dan peraturan pemerintah maka akan 
dikenakan sanksi administratif.  
Selanjutnya Undang-Undang No 13 tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri 
Agama sebagai koordinator dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah 




Penyelenggara Haji dan Umrah (DPHU), gubernur dibantu oleh Kepala Kanwil 
Kemenag Provinsi selaku kepala staf penyelenggara haji di tingkat Provinsi, 
bupati/walikota dibantu oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota selaku kepala 
staf penyelenggara haji di tingkat kabupaten/kota. Sementara Duta Besar dibantu oleh 
Konjen RI selaku koordinator harian dan Konsul haji selaku Kepala Staf 
Penyelenggara Haji di Arab Saudi.  
Akan tetapi UU No 13 tahun 2008 diubah setelah ada kebijakan dari 
Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa sejak tahun 1430 H jamaah haji dari 
seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan passport biasa 
(ordinary passport). Maka dari itu beberapa pont pada Undang-Undang No 13 tahun 
2008 diubah dan ditetapkan Undang-Undang baru No 34 tahun 2009 untuk 
mengakomodir dan menghormati peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. 
2. Visi dan Misi 
Direktorat jendral sebagai unsur pelaksana Kementerian Agama dalam 
mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, 
maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, maka peningkatan kualitas penyelenggara haji dan 
umrah adalah prospek yang sangat pentung dikembangkan.  
Mengacu pada keputusan Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah 
Nomor: D/54 tahun 2010 tentang Visi dan Misi Direktorat Jendral Penyelenggara 





a.  Visi 
Demi tercapainya peningkatan kualitas dan perbaikan pencapaian 
penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia maka DITJEN PHU menetapkan visi 
yaitu: Terwujudnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji dan 
umrah berdasarkan asa keadilan, transparansi, akuntabel dengan prinsip nirlaba, 
dengan penjelasan sebagai berikut:  
  1. Pembinaan; diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan 
penerangan kepada masyarakat dan jamaah haji. Sedangkan pembinaan 
petugas diarahkan pada profesionalisme dan dedikasinya.  
2. Pelayanan; diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan 
dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi.  
3. Perlindungan; diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan 
jamaah haji selama menunaikan ibadah haji.  
4. Asas Keadilan; tercermin dari penyelenggaraan ibadah haji harus berpegang 
teguh pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak 
sewenang-wenang dalam penyelenggaraannya.  
5. Transparan; segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan 
haji dapat diketahui oleh masyarakat dan jamaah haji.  
6. Akuntabel dengan prinsip nirlaba; bahwa penyelenggaraan ibadah haji 
dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan 
hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan.  
 Untuk mencapai visi tersebut perlu diciptakan kualitas sistem 




berkeadilan, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan kemandirian terampil, dan 
berakhlak mulia. 
b. Misi 
    1. Meningkatkan kualitas penyuluhan, bimbingan, dan pemahaman manasik 
haji.  
  2. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji.  
3. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui 
pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji.  
4. Meningkatkan pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, 
dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji.  
5. Memberikan perlindungan kepada jamaah sehingga diperoleh rasa aman, 
keadilan, dan kepastian melaksanakan ibadah haji.  
6. Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dana haji serta pengembangan 
sistem informasi haji.  
7. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 
dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.  
Selain itu perlu juga dipahami hal-hal yang berkaitan sebagai berikut:  
1. Sistem penyelenggaraan haji dan umrah, yaitu seluruh rangkaian 
penyelenggaraan haji dan umrah yang sistematis dan terpadu antar unsur 
terkait, baik internal maupun eksternal Kementerian Agama. 
Pengembangan sistem penyelenggaraan diarahkan pada perundang-




serta akuntabilitas kinerja dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan kepada jamaah haji dan umrah.  
2. Asas Profesionalitas, yaitu penyelenggaraan haji yang harus dilaksanakaan 
dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaraannya.  
3. Kemandirian jamaah, suatu kondisi dimana calon jamaah haji diharapkan 
mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri sesuai tuntutan ajaran 
agama. Disamping itu, jamaah juga memiliki pengetahuan tentang 
perjalanan haji yang baik. Dengan kemandirian tersebut, jamaah akan cepat 
tanggap terhadap persoalan di Indonesia atau di Arab Saudi, tidak mudah 
tertipu pihak-pihak tertentu baik di tanah air maupun di Arab Saudi. 
Kemandirian juga diarahkan pada upaya melestarikan kemabruran jamaah 
haji dan meningkatkan kesalehan individual menjadi sosial di tengah-
tengah masyarakat.  
 Dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, Direktorat jendral 
Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI diharapkan dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan hasil yang optimal 
melalui pengembangan sistem dan manajemen yang berorientasi pada kinerja 
aparatur Kementrian Agama secara keseluruhan. Peran penyelenggara haji dan umrah 
yang sistematis ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan haji sebagai 
pelaksanaan rukun islam yang kelima bagi umat islam sekaligus meningkatkan 
kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan 





3. Tujuan  
Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Jendral Penyelenggara Haji 
dan Umrah, Kementrian Agama sebagai mana terdahulu, maka visi dan misi tersebut 
harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa 
perumusan tujuan strategis (strategic goal). Oleh karna itu tujuan yang ingin dicapai 
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun adalah:  
a. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.  
b. Meningkatnya kualitas penyuluhan, bimbingan, dan pemahaman manasik haji.  
c. Meningkatnya profesionalitas dan dedikasi petugas haji.  
d. Meningkatnya pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, dan 
katering sesuai strandar pelayanan minimal penyelenggaraan haji. 
e. Meningkatkan pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi transportasi dan 
katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji.  
f. Meningkatkan perlindungan kepada jamaah sehingga diperoleh rasa aman, 
keadilan, dan kepastian melaksanakan ibadah haji.  
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serta PMA No 10 tahu 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 
Sesuai PMA No. 10 tahun 2010, Ditjen PHU terdiri dari sekertariat, Direktorat 
Pembinaan Haji dan umrah, Direktorat Pelayanan Haji, dan Direktorat Pengelolaan 
Dana Haji.  
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a. Sekertaris Direktorat Jendral Penyelenggara Haji 
  Sekertariat Ditjen PHU mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pelayanan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 
unit kerja dilingkungan Ditjen PHU. Susunan organisasi sekertariat direktorat jendral 
terdiri dari:  
1. Bagian Perencanaan Dan Keuangan  
2. Bagian Organisasi, Tata Laksana Dan Kepegawaian  
3. Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu  
4. Bagian Umum  
b. Direktorat Pembinaan Haji Dan Umroh  
Direktorat pembinaan haji dan umrah mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis serta 
evaluasi di bidang pembinaan haji dan umrah. Susunan organisasi direktorat 
pembinaan haji dan umrah terdiri atas:  
1. Sub direktorat Jamaah Haji  
2. Sub direktorat Pembnaan Petugas Haji  
3. Sub direktorat Pembinaan Haji Khusus.  
4. Sub direktorat Pembinaan Umrah  
c. Direktorat Pelayanan Haji Dan Umrah  
Direktorat pelayanan haji dan umrah mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan dan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta 
evaluasi di bidang pelayanan haji. Susunan direktorat pelayanan haji terdiri atas:  




2. Sub direktorat Dokumen Dan Perlengkapan Haji  
3. Sub direktorat Akomodasi Dan Katering Haji  
4. Sub direktorat Transportasi Dan Perlindungan Jamaah Haji 
5. Sub bagian Tata Usaha Direktorat 
d. Direktorat Pengelolaan Dana Haji  
Direktorat dana haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan eknis serta evaluasi di bidang 
pengelolaan dana haji. Susunan organisasi direktorat pengelolaan dana haji sebagai 
berikut:  
1. Sub direktorat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  
2. Sub direktorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji  
3. Sub direktorat Pengembangan Dan Pengelolaan Dana Haji  
4. Sub direktorat Fasilitas Badan Pengelola Dana Abadi Umat  
5. Sub bagian Tata Usaha Direktorat. 
B. Kondisi Infrastruktur Indonesia 
Infrastruktur secara umum merupakan kebutuhan dasar fisik yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitasnya. Menurut American 
Public Works Association (Stone, 1974), infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik 
yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi 
pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi 
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Keberadaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem 
penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dsb, memiliki 
keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan suatu wilayah, yang 
antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Wilayah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, 
mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang 
lebih baik pula, dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kelengkapan 
infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan 
infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional. 
 Kondisi infrastruktur di Indonesia pada tahun 2017, setidaknya sudah ada 13 
persen proyek infrastruktur telah rampung. Tercatat 30 proyek selesai dari total 225 
yang ditargetkan selesai pada 2019. Pembangunan bendungan mempunyai progres 
paling maju dengan 49,2 persen. Selanjutnya pembangunan bandara (33,3 persen) dan 
infrastruktur listrik menyusul (31 persen). Untuk pembangunan jalan tol, dengan 
target 1.000 kilometer (km), saat ini baru terbangun sekitar 268 km atau sekitar 26,8 
persen. Sedangkan diposisi terakhir, yaitu progres pembangunan jalur kereta api, 
yakni baru 15 persen. Target jalur kereta api mencapai 3.258 km, namun saat ini baru 
terealisasi sepanjang 487,7 km. Proyek yang belum rampung masih berada pada 
proses konstruksi dan proses lelang, selain itu ada juga yang masih tahap persiapan 
awal. 
Sejak awal kepimpinan Jokowi, sektor infrastruktur memang menjadi salah 
satu fokus utama program pemerintah. Pemangkasan angggaran subsidi dan 
digantikan dengan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah 
satu langkah keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di 





masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih baik.
2
 
Selanjutnya pemerintah akan fokus menggarap proyek pembangunan 
infrastruktur Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati di tahun ini. Dengan 
demikian, proyek-proyek tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi paling lambat 
awal 2019. Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi mengatakan, beroperasinya 
kedua infrastruktur tersebut diharapkan akan berdampak pada perekonomian 
Indonesia. Baik Patimban maupun Kertajati diharapkan bisa menjadi hub untuk 
kegiatan logistik di dalam negeri hingga ekspor ke negara lain. "Saya pasti akan 
selesaikan Patimban dan Kertajati itu akan jadi hub baru untuk ekspor kita. Dengan 
Patimban beroperasi awal 2019 kemacetan berkurang dan ini akan bersinergi dengan 
Kertajati.  
Selain itu  sejumlah pro ek infrastruktur seperti kereta cepat  akarta-Suraba a 
dan pro ek infrastruktur di Sulawesi seperti kereta api juga diharapkan bisa dimulai 
pada       Selain di Sulawesi, pemerintah juga akan memastikan proyek kereta api di 
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C. Alasan penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan 
infrastruktur 
Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan 
puasa. Menunaikan ibadah haji sebagai bentuk ibadah terhadap sang pencipta Allah 
swt yang dilaksanakan oleh kaum muslim yang sudah siap dan mampu baik secara 
finansial, fisik dan keilmuannya tentang manasik haji. Dengan berkunjung dan 
melaksanakan beberapa kegiatan dibeberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu 
yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijah). Haji adalah perjalanan 
mengunjungi Baitullah, untuk melakukan Thawaf, Sa’i, Wukuf di Arafah dan 
melakukan amalan–amalan yang lain dalam waktu tertentu (antara 1 Syawal sampai 
13 Dzulhijah) untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.4 
 Setiap tahun berjuta-juta umat Islam dari penjuru dunia yang melaksanakan 
ibadah haji, bahkan jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun begitu pula di 
Indonesia. Bagi calon jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji wajib 
menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH tersebut disetorkan 
melalui Bank Penerima Setoran (BPS) ke rekening Menteri Agama. Kemudian BPIH 
dikelola dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang didapat untuk membiayai 
belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji. 
 Pembiayaan belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji diambil dari 
dana calon jamaah untuk ongkos keperluan haji. Dana Haji adalah dana setoran biaya 
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penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, 
serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah 
haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana 
yang termaktub dalam UU Nomor 34 tahun 2014 Pasal 1 angka 2.5 Hal serupa juga 
disampaikan oleh Bapak H. Kaswad Sartono selaku Kabid Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah Kanwil Kemenag SulSel: 
“Dana haji diperoleh dari efisiensi atau dana  ang diperoleh dari usaha-usaha 
lain yang bersumber dari dana haji, pemanfaatannya sangat banyak unsurnya, 
dana haji orientasinya untuk jamaah haji, meningkatkan pelayanan, istilahnya 
direct cost dan indirect cost, ada dana yang langsung diperuntukkan untuk 
pelayanan jamaah yang bersangkutan misalnya terkait dengan harga tiket, 
hotel, konsumsi, living cost yang diberikan kepada jamaah itu secara 
langsung, dan ada yang tidak secara langsung misalnya konsumsi di Mekah 
dan Madinah, untuk pembiayaan sarana dan prasarana kemudian mensubsidi 
dan sebagainya.”6 
 Sebagaimana penjelasan informan mengatakan bahwa dana haji atau dana 
abadi umat pemanfataannya banyak dimana orientasinya untuk meningkatkan 
pelayanan jamaah haji terkait harga tiket, hotel, konsumsi ataupun pembiayaan sarana 
dan prasarana dalam meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan haji di Mekah dan 
Madinah. 
 Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau 
BPIH Khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk Penyelenggaraan Ibadah 
Haji. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa dana titipan jamaah haji 
merupakan dana yang tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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(APBN).7 Demikian juga diungkapkan oleh salah satu akademisi ekonomi Islam yang 
merupakan ketua jurusan perbankan syariah UIN Alauddin Makassar Bapak 
Amiruddin K. beliau mengatakan: 
“Dana haji selama ini yang dihimpun oleh Pemerintah tidak termasuk dalam 
penganggaran APBN, selain itu masyarakat tidak memahami secara umum 
dana haji dimanfaatkan seperti apa dan bagaimana, oleh karena itu sangat 
diperlukan adan a regulasi tentang pemanfaatan dana haji”8 
   
  Meningkatnya jumlah pendaftar calon jamaah haji setiap tahunnya disebabkan 
animo yang sangat besar oleh masyarakat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah 
haji sebagai panggilan spiritual menghadap dan bersujud di hadapan Ka‟bah  selain 
itu setiap tahunnya Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran jamaah haji, hal 
ini menyebabkan terjadinya daftar tunggu (waiting list) yang berkepanjangan 
sementara kuota haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terbatas. 
 Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa pada akhir Juli 
2017 lalu, calon jamaah reguler yang masuk daftar tunggu sebanyak 3.305.207 orang 
dan calon jamaah khusus sebanyak 104.941 orang. Sedangkan dana haji yang 
terkumpul atau saldo per 30 Juni 2017 mencapai Rp 99,34 triliun.9 Dan kemungkinan 
jumlah saldo dana haji di tahun 2018 akan meningkat seiring bertambahnya pendaftar 
baru calon jamaah haji.  
Berdasarkan perkembangan tersebut diatas yang menunjukkan keadaan 
dimana calon jemaah haji mengalami peningkatan setiap tahunnya berbanding lurus 
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dengan jumlah saldo dana haji yang semakin meningkat pula menjadi tantangan 
tersendiri bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengemban amanah 
yang secara langsung diberikan mandat oleh Presiden sebagaimana yang termaktub 
dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Bab I Pasal 1 
Ayat (4) menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya 
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.10 
Memiliki fungsi sebagai badan pengelola keuangan jamaah haji tentunya bukanlah 
hal yang mudah, sebab pentingnya pemanfaatan dana haji agar tepat guna sangat 
diperlukan dalam mengelola dana haji tersebut mengingat dana haji selama ini 
dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya masih terbatas, peruntukkannya untuk 
pengembangan pendidikan Islam, dakwah, sosial, sarana dan prasarana ibadah 
bahkan sekarang dana haji sudah bisa disalurkan melalui Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN). Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Kaswad Sartono: 
“Sesuai regulasi  ang ada bahwa dana haji  ang jumlahn a besar 
peruntukkannya tentu pengembangan pendidikan Islam, dakwah, kesehatan, 
sosial, sarana dan prasarana ibadah bahkan perkembangan sekarang dana haji 
bisa disalurkan melalui SBSN, itu yang dipakai untuk membangun Balai 
nikah, manasik haji, untuk kampus-kampus dan sebagain a ”11 
Kaitannya dengan hal tersebut diatas, pengelolaan dana haji sangat perlu 
dikembangkan potensinya selain memberikan manfaat seharusnya juga memberikan 
keuntungan secara financial. Begitu pentingnya pemanfaatan dana haji sehingga 
pemerintah pun ikut turun tangan dalam hal ini Presiden Ir. Joko Widodo 
menyampaikan pernyataan pada sambutan pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan 
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Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Rabu 
26 Juli 2017 beliau mengemukakan gagasan agar dana haji dapat dikelola dan 
diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, dengan menempatkan dana tersebut 
di tempat yang aman dari risiko tetapi memiliki keuntungan yang besar.12  
Keinginan Presiden untuk memanfaatkan dana haji dalam investasi 
pembangunan infrastruktur dianggap sebagai langkah yang tepat karena akan lebih 
banyak memberikan manfaat dan keuntungan lebih banyak pula dari investasi 
tersebut.13 Disamping itu, pemanfaatan dana haji pada pembangunan infrastruktur 
tentu bukan tidak beralasan, selain mempertimbangkan keuntungan yang akan 
diperoleh juga memperhitungkan kebutuhan biaya dalam pembangunan infrastruktur. 
Hal ini sehubungan dengan kondisi kurangnya kualitas infrastruktur Indonesia yang 
tidak terlepas dari masalah pendanaan, sementara dana haji sendiri memiliki potensi 
yang besar akan hal itu. Selama ini, belanja investasi infrastruktur rendah dan tidak 
memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah 
Indonesia yang sangat luas oleh karena itu pemerintah ingin memfokuskan agar dana 
haji tersebut disalurkan untuk pembangunan infrastruktur. Keinginan pemerintah 
mengenai pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menuai respon 
positif dari berbagai kalangan, salah satunya berasal dari akademisi Ekonomi Islam 
Bapak Sirajuddin beliau menyatakan bahwa: 
“Kemungkinan alasan pemerintah menggunakan dana haji untuk dialokasikan 
ke pembangunan infrastruktur adalah karena barangkali dana untuk 
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infrastruktur itu sendiri masih minim dan dengan melihat potensi dari dana 
haji yang begitu besar maka pemerintah mengambil kebijakan untuk 
menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Karena juga perlu 
diketahui bahwa antusiasme umat muslim di indonesia untuk menunaikan 
ibadah haji sangat tinggi sementara antrian yang panjang dan kuota haji 
terbatas maka dana haji itu akan tertampung, menjadikan alasan pemerintah 
menggunakan dana haji tersebut ”14 
 
 Selanjutnya, terkait dengan persoalan mekanisme pelunasan pembayaran 
jamaah haji dengan tidak secara kontan sembari waktu pemberangkatan haji yang 
tidak secara langsung dengan istilah waiting list memungkinkan dana haji 
diinvestasikan. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sirajuddin bahwa:  
“Penggunaan dana haji yang untuk kebutuhan orang yang akan naik haji ini 
menjadi persoalan karena pembayarannya tidak secara kontan atau mekanisme 
pembayarannya berangsur-angsur sampai bertahun-tahun begitu juga dengan 
pemberangkatan haji tidak secara langsung atau ada daftar tunggu (waiting 
list) sehingga kemungkinan dana haji tersebut diinvestasikan dulu ”15 
 
Akumulasi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besar serta 
waktu tunggu keberangkatan haji relatif lama menciptakan potensi untuk investasi 
jangka panjang. Adapun kebutuhan dana haji untuk membiayai operasional haji tahun 
berjalan rata-rata sebesar Rp 9 triliun, hal ini menciptakan peluang investasi untuk 
jangka panjang, termasuk dalam infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur yang 
mempunyai karakteristik investasi jangka panjang serta investasi pada proyek 
infrastruktur memerlukan dana yang cukup besar (high capital outlays), masa 
pengembalian investasi yang panjang (long-term investment), dan dipengaruhi oleh 
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faktor makro ekonomi suatu negara.16 Merupakan salah satu inisiatif pemerintah 
memanfaatkan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. 
Sekarang ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur 
Indonesia, hal ini dapat dilihat dari anggaran pembiayaan infrastruktur dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015‐2019 sebesar Rp 
6.780 triliun. Kebutuhan dana investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan 
Bappenas hanya dapat dipenuhi oleh APBN sebesar Rp 1.000 triliun, APBD sebesar 
Rp 500 triliun, BUMN dan swasta sebesar Rp 210 triliun, Perbankan sebesar Rp 500 
triliun, Asuransi dan Dana Pensiun sebesar Rp 60 triliun, serta lembaga pembiayaan 
infrastruktur yang ada sebesar Rp 500 triliun, oleh karena itu dibutuhkan biaya 
tambahan sebesar Rp 4.000 triliun yang harus dipenuhi dari sumber pendanaan lain 
guna mempercepat  pembangunan infrastruktur di Indonesia.17 Sehingga, perlu 
adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut yang salah satunya dilirik 
pemerintah melalui pinjaman dana dari calon jamaah haji.  
Alasan lain mengenai penggunaan dana haji yang dialokasikan untuk 
pembangunan infrastuktur yaitu jumlah dana haji saat ini diperkirakan mencapai 100 
triliun dan kemudian setiap tahunnya diperkirakan 3,7 triliun dana haji yang 
terkumpul, jika dana yang besar itu menumpuk tidak di kelola dengan baik dan 
profesional maka negara akan rugi. Inilah yang kemudian melatarbelakangi Presiden 
membuat kebijakan membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kaswad Sartono, beliau menyatakan 
bahwa: 
“Dana haji yang terkumpul saat ini kurang lebih 100 triliun dan setiap 
tahunnya dana haji diperkirakan 3,7 triliun dengan dana yang sebesar itu kalau 
menumpuk tidak dikelola dengan baik dan profesional negara bisa-bisa akan 
rugi oleh karena itu kebijakan membentuk BPKH merupakan langkah yang 
tepat dan yang penting dijalankan dengan penuh amanah dan orientasinya 
untuk kepentingan umat. Harapan pengembangan optimalisasi dana haji dan 
abadi umat, baik melalui pembangunan infrastruktur ataupun investasi lainnya  
selalu dalam pertimbangan kebutuhan negara ataupun mas arakat ”18 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya faktor yang mempengaruhi 
adanya dana haji yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur adalah agar 
dana haji yang sangat besar itu tidak menumpuk tiap tahunnya, sementara dana yang 
mengendap jika tidak dikembangkan tentu nilai manfaatnya pun tidak akan 
berkembang. 
 Akan tetapi, meskipun pemanfaatan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur memiliki nilai keuntungan yang besar untuk kepentingan publik 
khususnya jamaah haji, namun juga tidak terlepas dari kemungkinan risiko yang 
terjadi, sehingga diperlukan manajemen pengelolaan investasi yang baik, terlebih lagi 
memperhatikan pengurusan penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana hal yang 
disampaikan oleh Bapak Sirajuddin : 
“Namanya investasi tidak selamanya untung, ada kemungkinan rugi, tetapi 
secara umum dilihat yang namanya sarana publik itu pasti selalu menjanjikan 
keuntungan karena itu sangat dibutuhkan oleh publik. Kemungkinan ruginya 
ada tapi ketika dibandingkan dengan manfaatnya tentu manfaatnya lebih 
besar. Untuk mengantisipasi resiko saya kira pemerintah harus memiliki dana 
simpanan yang ketika sewaktu-waktu jamaah membutuhkan dana, ada dana 
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yang tersedia telah disiapkan untuk pengurusan pemberangkatan naik haji 
supa a terurus dengan baik ”19 
 
 Hal senada disampaikan pula oleh Bapak Kaswad Sartono beliau menyatakan: 
“Seluruh bisnis disamping pun a keuntungan juga ada resiko  apapun itu  
Penggunan uang baik investasi jangka panjang, maupun jangka pendek tentu 
ada resiko. Jadi, sebelum melakukan pembangunan dilakukan studi 
kelayakan, kajian potensi ancamannya baik sisi sdm, lingkungan, dana dan 
sebagain a ”20 
 Kemungkinan resiko yang terjadi dalam penggunaan dana haji untuk 
pembangunan infrastruktur jika seandainya investasi tersebut gagal, maka akan lebih 
berimbas kepada calon jamaah haji sebagai pemilik dana, namun persoalan ini tentu 
telah diantisipasi oleh pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu 
akademisi Perbandingan Mazhab dan Hukum Bapak Wahid Haddade: 
“Resikonya ketika misalnya invetasi tersebut gagal, kemudian dana tersebut 
sudah diinvestasikan terlalu banyak sementara waktu pemberangkatan jamaah 
haji sudah tiba lalu uang tersebut tidak cukup maka calon jamaah haji ini 
dirugikan, atau misalnya Pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan baru 
bahwa seluruh hotel dinaikkan 5%, sementara persiapan uang tidak mampu 
membayarnya, tidak mungkin jamaah haji ditagih mengenai pembayaran 
tersebut karena sudah ditetapkan diawal bahwa sekian besaran pelunasanan 
haji. Akan tetapi hal ini pasti sudah diantisipasi oleh pemerintah misalnya 
target investasi sekian persen, tidak digunakan secara keseluruhan karena 
resikon a sangat tinggi ”21 
 
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa rencana menginvestasikan dana 
haji untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghindari resiko inflasi 
nilai rupiah terhadap dollar AS. Beliau menerangkan bahwa dana haji yang disimpan 
oleh pemerintah saat ini berasal dari uang muka yang dibayarkan untuk 
keberangkatan pada 10 hingga 15 tahun ke depan. Sementara, pemerintah harus 
                                                          
19
Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin (27 Februari 2018). 
20
Hasil wawancara dengan Bapak Kaswad Sartono (13 Februari 2018). 
21




membayarkan biaya haji dalam mata uang dollar AS yang dibayarkan menjelang 
keberangkatan. "Dana itu tentu ada risikonya, karena ongkos haji itu dibayar dengan 
dollar. Kalau tidak diupayakan, akan terjadi inflasi dan terkait daya beli, maka harus 
diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan yang juga umumnya terkait dengan 
dollar. Pemerintah memilih menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur karena 
dinilai lebih menguntungkan, misalnya pembangunan jalan tol. Jika dihitung per 
tahun keuntungan yang dihasilkan bisa mencapai 15 persen, maka akan lebih tinggi 
dari inflasi. Jadi harus diinvestasikan ke lebih tinggi dari inflasi kalau tidak, akan 
bangkrut bisa-bisa tidak naik haji  “ujar beliau” 22 
Upaya pemerintah saat ini dalam melakukan pembangunan infrastruktur 
secara integritas merupakan suatu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
serta mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah akses untuk 
melakukan kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak 
Sirajuddin: 
“Pembangunan infrastruktur  akni pembangunan  ang dilakukan oleh 
pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti 
pembangunan jalan, jembatan, gedung, sarana pendidikan, pasar, dll. Selain 
itu sangat penting adanya pembangunan infrastruktur karena itu akan 
mendukung kemajuan masyarakat dalam rangka memperbaiki kehidupan yang 
baik, nyaman dan serba mudah, bayangkan ketika tidak ada jembatan, kereta 
api, bandara, pelabuhan bagaimana caranya ada perputaran ekonomi, sehingga 
sangat dibutuhkan adanya infrastruktur dalam artian fasilitas umum.23 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa infrastruktur 
merupakan salah satu faktor penentu akselerasi pembangunan dalam suatu wilayah, 
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ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, akan dipastikan suatu kegiatan 
ekonomi atau pembangunan pada suatu wilayah akan berjalan dengan lamban. 
Konsentrasi pemerintah saat ini tengah fokus terhadap pembangunan 
infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur dalam hal fasilitas umum 
mengalami peningkatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sirajuddin : 
“Sebelum pemerintahan Jokowi saya kira masih sangat terbelakang, namun 
kondisi pembangunan sekarang luar biasa pesat / sangat meningkat. Bahkan 
menurut informasi pembangunan infrastruktur Indonesia sangat meningkat 
hingga menjadi Negara ke 4 terbesar perkembangannya saat ini, sementara  
presiden jokowi baru kurang lebih 4 tahun menjabat karena beliau memang 
memfokuskan pembangunan infrastruktur ”24 
Hal senada disampaikan pula oleh Bapak Kaswad Sartono beliau menyatakan: 
“Melihat pembangunan infrastruktur saat ini sudah ada peningkatan, kalo 
dibanding negara-negara lain, Indonesia ini negara yang besar, negara 
kepulauan dari Sabang sampai Merauke memang membutuhkan infrastruktur 
yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika membandingkan dengan negara-
negara lain yang wilayahnya kecil misalnya Malaysia, Singapura dengan 
peningkatan pembangunan infrastruktur, kita harus secara proporsional dan 
melihat aspek-aspek yang lain termasuk kondisi wilayah ”25 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 
dana haji sangat perlu dikembangkan potensinya selain memberikan manfaat 
seharusnya juga memberikan keuntungan secara financial, pengelolaan dana haji 
selama ini dinilai belum optimal disebabkan penggunaan investasi terbatas pada surat 
utang negara, deposito syariah, dan surat berharga syariah negara. Olehnya kebijakan 
pemerintah mengenai penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur 
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merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan dana haji yang terhimpung serta 
berpotensi memberikan manfaat yang besar serta dapat menguntungkan masyarakat. 
D. Pandangan stakeholder terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam 
Haji sebagai rukun Islam yang kelima ternyata bukan saja bertujuan untuk 
meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spritual pelakunya, namun juga menyimpan 
potensi ekonomi yang besar. Mengingat setiap tahunnya jumlah umat Islam 
khususnya dari Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus 
mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, 
peningkatan jumlah jamaah haji tunggu dalam jumlah besar yang sudah disampaikan 
oleh pemerintah menimbulkan penumpukan setoran dana jamaah haji dalam jumlah 
besar pula.  
Melihat potensi keuangan haji yang makin hari makin membesar, mulai 
membuka pandangan untuk meningkatkan lagi nilai kemanfaatannya dengan cara 
dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan dana haji tersebut merupakan 
persoalan serius yang perlu dicermati dan diperbaiki untuk mendukung 
penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya, pengelolaan keuangan haji ditujukan tidak 
hanya mendapatkan nilai manfaat sebesar mungkin namun juga menjamin investasi 
dilakukan secara aman, benar, dan syar’i. Hal ini memberikan suatu gambaran 
mengenai potensi pengelolaan keuangan yang apabila dilakukan dengan tetap 
berprinsip pada rambu-rambu kehati-hatian dapat dilakukan dengan tanpa 




juga dapat ditujukan untuk sektor usaha yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
pelayanan haji. Sehingga tidak hanya menjadikan return yang lebih tinggi sebagai 
tujuan, namun juga menyasar pada pengembangan sosial dan ekonomi umat. 
Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 1 
UU No. 34 Tahun 2014 tentang pengertian dana haji yakni dana setoran biaya 
penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, 
serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah 
haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.26 Begitu 
pentingnya pemanfaatan dana haji sehingga pemerintah pun ikut andil dalam 
mengatur hal ini yakni agar dana haji dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 
diinvestasikan ke pembangunan infrastruktur, namun harus dilibatkan orang-orang 
yang professional itulah salah satu alasan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan 
Haji (BPKH). Dalam pengelolaan dana haji, pengeluaran penempatan dan/atau 
investasi keuangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.27 
 Dewan Pengawas merupakan salah satu organ BPKH selain Badan Pelaksana. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH memiliki wewenang 
untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip 
syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.28 Untuk transparansi, BPKH 
memberikan informasi ke publik melalui media massa secara berkala setiap enam 
bulan. Selain itu calon jamaah haji yang bisa menggunakan internet banking dapat 
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mengecek setiap saat melalui virtual account (rekening virtual)29 yang dimiliki oleh 
calon jamaah haji tersebut. 
Mengingat sifat dana haji merupakan dana setoran awal BPIH jamaah haji, 
maka pemilihan instrumen investasi dalam rangka mendukung penyediaan 
infrastruktur dilaksanakan secara cermat dan berhati-hati serta mengutamakan 
keamanan keutuhan/keseluruhan dana setoran awal BPIH milik jamaah haji. Hal ini 
mengacu pada ketentuan pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 tentang kebijakan 
pengelolaan keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur perlu mempertimbangkan 
alternatif instrumen pembiayaan infrastruktur pada investasi yang memenuhi aspek 
keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.30 
Akumulasi dana BPIH dan waktu tunggu relatif lama menciptakan potensi 
dana untuk dikembangkan melalui investasi jangka panjang  termasuk dalam 
pembangunan infrastruktur. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Muliaman Hadad, besarnya dana haji cukup berpengaruh terhadap perekonomian di 
Indonesia bila dikelola dengan baik. Pengaruh itu bisa secara jangka pendek maupun 
jangka panjang. Sebut saja misalnya besaran dana akumulasi haji pada 2015 sebesar 
Rp 83 triliun dan diprediksi pada 2018 akan mencapai Rp 110 triliun. Sementara akan 
terus meningkat pada      sebesar Rp     triliun  ”Kalau dana sebesar itu dapat 
dikelola secara akuntabel, keamanan, transparansi, dan professional, maka nilai 
manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jamaah saja, tapi juga terhadap perekonomian 
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Indonesia.”31 Namun dalam pengelolaan dana haji yang berpotensi dapat 
menguntungkan serta nilai manfaatnya besar tidak boleh mengabaikan prinsip syariat.  
Adanya keinginan pemerintah memanfaatkan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur tentu mengharapkan agar dana haji yang besar ini tidak menumpuk tiap 
tahunnya, sementara dana yang mengendap jika tidak dikembangkan tentu nilai 
manfaatnya pun tidak akan berkembang, serta tidak ada penimbunan harta 
didalamnya. Islam juga dalam hal ini menegaskan larangan kepada setiap umat 
muslim untuk menimbun harta kekayaan. Sebagaimana firman Allah swt yang 
terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 34-35. 
                              
                       
                          
                          
      
Terjemahnya : 
 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam 
neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu 
                                                          
31
Majalah Realita Haji, “Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh”, Pengelolaan 




yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat 
dari) apa yang kamu simpan itu.32 
 Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa setiap umat muslim dilarang 
untuk menimbun harta dan apabila di langgar maka ancamannya adalah neraka 
jahannam. 
 Islam menganjurkan umatnya agar tidak mendiamkan atau menumpukkan 
harta, akan tetapi dengan menggunakannya secara produktif melalui berbagai 
muamalah dan transaksi yang dibenarkan secara syariah.33 Termasuk investasi. 
 Investasi merupakan salah satu cara yang  digunakan untuk mengembangkan 
harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Islam menginginkan agar sumber daya 
yang ada tidak hanya disimpan, akan tetapi diproduktifkan sehingga dapat memberi 
manfaat kepada umat. Tentang penggunaan modal agar digunakan secara produktif, 
Khalifah Umar pernah men uruh kaum muslimin dengan mengatakan: “Siapa saja 
yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki 
tanah hendaklah ia menanamin a” 34 
 Hasil Ijtima Ulama juga memperbolehkan pemanfaatan dana haji untuk 
kegiatan investasi yang bersifat produktif dengan persyaratan menerapkan prinsip 
syariah dalam pengelolaannya dan peruntukan hasil investasi untuk kepentingan 
jamaah haji.35 
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Mekanisme pengelolaan dana haji berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 
dilakukan oleh BPKH selaku wakil yang menerima mandat dari calon jamaah haji 
selaku muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu 
merupakan pelaksanaan dari akad wakalah (pelimpahan wewenang) yang diatur 
dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang Penerimaan 
dan Pembayaran BPIH. Melalui akad wakalah yang ditandatangani setiap calon 
jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH, calon jamaah haji selaku muwakkil 
memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan 
mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima 
Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.36 
Melalui pengelolaan investasi keuangan haji untuk pembiayaan infrastruktur 
oleh pemerintah dianggap tidak bertentangan dalam syariat, sepanjang memberi 
kemaslahatan bagi masyarakat terutama umat muslim. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh salah satu akademisi ekonomi Islam yang merupakan ketua jurusan 
perbankan syariah UIN Alauddin Makassar, Bapak Amiruddin K. mengatakan: 
“Menurut saya, dana haji diinvestasikan untuk hal-hal yang memberi manfaat 
dan konstribusi bagi masyarakat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada 
umumnya saya kira tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Daripada dana 
tersebut hanya disimpan tidak dikelola dan tidak dimanfaatkan oleh 
pemerintah ada kemungkinann a menjadi lahan korupsi saja ”37 
Sejalan dengan pernyataan diatas, hal serupa pula diungkapkan oleh Bapak 
Kaswad Sartono, bahwa: 
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“Terkait kebijakan pemerintah dan posisi dana haji atau abadi umat yang 
penting memenuhi kepentingan kemaslahatan, seluruh kebijakan oleh 
pemerintah orientasinya untuk kemaslahatan umat, pemerintah sudah 
mengambil pandangan-pandangan mengumpulkan para ahli terkait dengan 
ahli keuangan, ahli agama untuk menetapkan boleh tidaknya pemerintah 
menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Jadi sepanjang 
untuk kemaslahatan umat tidak ada masalah ”38 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu akademisi perbandingan 
mazhab dan hukum, Bapak Wahid Haddade menambahkan: 
“Secara fikih selama mendatangkan kemaslahatan itu dibolehkan, selama 
penggunannya untuk kemaslahatan bersama khususnya kemaslahatan umat 
Islam maka dibolehkan, berdasarkan kaidah fikih  ang mengatakan “Tindakan 
seorang pemimpin itu terhadap rakyatnya selalu mengacu kepada 
kemaslahatan” Kalo pemimpin melihat kebijakan itu ada kemaslahatannya apa 
salahnya, terutama kemaslahatan umat Islam karena dana yang terhimpun dari 
umat Islam.”39 
Kebijakan pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan 
infrastruktur juga dianggap produktif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak 
Sirajuddin: 
“Bagi saya produktif, cuma yang menjadi pertanyaan jangan sampai setelah 
diberikan kewenangan untuk menginvestasikan sementara dana tersebut pas 
dibutuhkan tapi tidak ada uang, jangan sampai merugi dalam pembangunan 
infrastruktur, bagaimana ketika rugi atau menjadi bencana kemudian orang 
lagi butuh uangnya tapi habis, itu yang menjadi persoalan bagi saya. Tapi 
sebetulnya sangat produktif ketika permasalahan tersebut tidak terjadi.”40 
Sejalan dengan pernyataan diatas, Bapak Wahid Haddade mengatakan: 
“Kalau dilihat itu akan produktif, sebab kebijakan tersebut bukan hanya 
pemerintah yang menetapkan sepihak, tapi melibatkan DPR, Tokoh Agama, 
ahli keuangan yang sama-sama mengkaji secara matang dan prosesnya 
panjang mengenai kebijakan tersebut, karena jika tidak itu akan berimbas 
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pada hal-hal yang tidak menguntungkan, jadi selama membawa kemaslahatan 
apa salahn a dilakukan ”41 
 
Selanjutnya, pernyataan sependapat juga datang dari Bapak Amiruddin K, 
beliau menambahkan:  
“Setiap pembangunan infrastruktur  ang bisa mengembalikan dana 
pembiayaannya serta hasilnya menguntungkan jelas produktif, sepanjang 
pengelolanya bertindak professional kemudian keuntungan yang diterima 
tidak dikorupsi dan mengembangkan pembangunan ditempat lain tentu akan 
menambah pemasukan negara ketimbang dana haji menganggur saja.  Hal 
produktif  lainnya seperti investasi pendidikan, membangun SDM begitu pula 
beasiswa  ang orientasin a mencerdaskan ”42 
Disamping itu, BPKH yang notabene baru memasuki tahun pertama 
melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan haji tentunya masyarakat pada 
umumnya dan umat Islam pada khususnya banyak menaruh harap terhadap 
keberhasilan kebijakan tersebut.  
Harapan yang sama pula diungkapkan oleh Bapak Kaswad Sartono, beliau 
mengutarakan:  
“Semoga saja, karena baru tahun pertama BPKH mulai kerja mudah-mudahan 
bisa produktif sehingga dana haji atau dana abadi umat bisa berkembang dan 
bisa bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Kita belum dapat menilai karena 
tahun ini baru pertama bekerja, namun harapan kita semoga bisa menjalankan 
tugas dan fungsi secara professional, optimis akan mencapai tujuan yang 
diinginkan bersama.”43 
 Sebagaimana dengan konsep pengelolaan dana haji yang dilakukan di 
Malaysia melalui Tabung Haji Malaysia (THM), dimana pengelolaan dana haji disana 
memiliki peran dalam pembangunan nasional. Salah satu bentuk keberhasilan THM 
yakni, saham tabung haji Malaysia selalu berkontribusi dalam setiap pembangunan 
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nasional, seperti dalam pembangunan menara petronas, lapangan balap sirkuit 
sepang, bandara dan jalan tol. THM juga mampu memberikan bagi hasil kepada 
nasabah haji sehingga dari bagi hasil yang didapatkan tersebut dapat membantu 
pelunasan sisa biaya perjalanan haji mereka. Jika Malaysia sendiri bisa seperti itu, 
kenapa Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengirim jamaah haji terbesar belum 
mampu berbuat lebih dari Malaysia dalam hal tata kelola keuangan haji yang lebih 
optimal.44 
Dampak pengelolaan dana haji melalui investasi infrastruktur harus berimbas 
lebih kepada umat Islam sebagai pemilik dana, dapat mendukung peningkatan 
kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta mendukung fasilitas dan keperluan umat 
Islam, selanjutnya skema bagi hasilnya yakni paling tidak semakin lama uang ini 
mengendap kemudian diinvestasikan digunakan untuk pembangunan infrastruktur 
setidaknya pelunasan pembayaran ongkos naik haji (ONH) semakin berkurang. 
Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Wahid Haddade: 
“Secara umum pemerintah yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana 
haji selama untuk kemaslahatan, tapi yang harus didahulukan untuk 
kemaslahatan umat Islam dulu sebab persoalannya sumber dana haji tersebut 
dari umat Islam. Saya cenderung mengatakan hal demikian karena yang kita 
lihat masih banyak sekolah, pesantren, ataupun masjid yang masih butuh 
biaya pembangunan, begitu pula dengan fasilitas pelayanan di Mekkah dan 
Madinah salah satunya pemondokan jamaah haji Indonesia yang jaraknya 
sangat jauh dari Masjidil Haram. Jika dampak dari penggunaan dana haji 
untuk investasi infrastruktur itu mendukung dan meningkatkan fasilitas 
pelayanan dan keperluan umat Islam khususnya jamaah haji itu sangat bagus. 
Selanjutnya skema bagi hasilnya yakni paling tidak semakin lama uang ini 
mengendap kemudian diinvestasikan digunakan untuk pembangunan 
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infrastruktur setidaknya pelunasan pembayaran jamaah haji semakin 
berkurang. Seharusnya itu salah satu yang perlu dipikirkan pemerintah seperti 
yang dilakukan oleh Tabung Haji Malaysia. Jadi imbasnya pelayanan dari sisi 
jamaah, jika pembayarannya memang tidak turun sekurang-kurangnya tempat 
pemondokan jamaah di Arab Saudi dekat dari Masjidil Haram ”45 
 Selain itu, manfaat lainnya yang dapat diperoleh dengan adanya investasi dana 
haji yang disalurkan ke pembangunan infrastruktur dilengkapi oleh Bapak Amiruddin 
K. yang menyatakan:  
“Sepanjang pembangunan infrastuktur  ang arahn a tidak jelas untuk 
kepentingan umat muslim tentu salah alamat karena dana haji sumbernya dari 
orang-orang muslim seharusnya peruntukkannya lebih besar untuk 
kepentingan umat muslim itu sendiri. Apakah itu konteks infrastruktur 
ataupun non infrastruktur pemanfaatan dana haji diprioritaskan untuk umat 
muslim untuk kebutuhan umat muslim  baik dalam penanganan pementasan 
kemiskinan atau pengangguran. Atau pemerintah menyerahkan dana haji 
kepada bank-bank syariah kemudian menyalurkan bantuan dana kepada 
masyarakat muslim sebagai bantuan modal untuk membuat suatu usaha atau 
mengembangkan usaha mereka seperti koperasi syariah, BPRS, BMT, dan 
bisnis-bisnis syariah lainnya. Bahkan ada dana yang melalui bank syariah 
qardhu hasan misalnya pembiayaan qardhu hasan yang sifatnya sosial 
orientik, bukan sistem bagi hasil tapi dana bergulir yang dikembalikan pada 
bank hanya dana pokok saja kemudian diberikan lagi kepada yang lain yang 
membutuhkan dana tanpa bunga dan tanpa bagi hasil. Dengan dana bergulir 
ini betul-betul bisa membantu masyarakat yang mempunyai skill untuk 
membuka usaha tapi kendala modal. Jadi pemanfaatannya terkait untuk 
kepentingan ekonomi, sosial dan pendidikan umat ”46 
  Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai penggunaan dana haji 
terhadap pembangunan infrastruktur ditinjau dari segi ekonomi Islam, dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan dana calon jamaah haji untuk disalurkan ke 
pembangunan infrastruktur adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan dana 
manfaat dari dana haji yang saat ini telah mencapai jumlah yang sangat besar lagipula 
hal tersebut ditanggapi positif dari berbagai macam elemen, baik para aktifis, 
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pengamat haji dan para tokoh agama. Akan tetapi, diharapkan agar pengelolaan dana 
haji tersebut betul-betul dipergunakan secara bijaksana sebagaimana mestinya 
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semoga penyaluran dana haji yang 
diarahkan ke pembangunan infrastruktur ini dapat memberikan nilai manfaat bagi 












BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 
penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk 
menghindari penumpukan dana haji yang mengakibatkan dana menjadi tidak optimal 
karena belum dikelola secara produktif sehingga nilai manfaatnya tidak berkembang. 
Sementara, dilain sisi dana haji tersebut berpotensi untuk menopang pembangunan 
infrastruktur yang dinilai lamban karena pengaruh minimnya dana. Disamping itu, 
pendayagunaan dana haji dinilai dapat memberikan manfaat dan keuntungan lebih 
banyak dari investasi tersebut. Olehnya itu, pembangunan infrastruktur dipilih 
pemerintah, sebab dianggap kebijakan mengenai penggunaan dana haji terhadap 
pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan dana 
haji bersifat jangka panjang yang terhimpun, berpotensi memberikan manfaat yang 
besar serta dapat menguntungkan masyarakat.  
Selain itu, pembangunan infrastruktur secara integritas merupakan suatu usaha 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat, 
serta mempermudah akses untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui pembangunan 
infrastruktur sebagai wujud nyata dari dana haji yang dikelola dan digunakan dengan 






Selanjutnya, ditinjau dari segi ekonomi Islam, penggunaan dana haji terhadap 
pembangunan infrastruktur adalah sebuah keniscayaan sebagai pemberi manfaat bagi 
kemaslahatan umat khususnya umat Islam. Akan tetapi, perlu adanya perhatian dan 
pengawasan khusus terhadap pengelolaan dana haji tersebut agar dapat dikelola dan 
digunakan secara bijaksana sesuai regulasi yang ada sebagaimana mestinya sehingga 
dengan adanya pengalokasian dana haji ke pembangunan infrastruktur dapat berguna 
demi tercapainya kemaslahatan bersama. 
B. Saran  
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran penulis yakni diharapkan 
agar gagasan pemerintah untuk membuka peluang pengelolaan dana haji dan 
ditempatkan sebagai dana investasi langsung dan investasi lain di luar produk 
perbankan, surat berharga, emas dan yang lainnya harus memperhatikan persyaratan 
yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula pelaksanaan penempatan 
dana haji untuk investasi infrastruktur masih perlu didukung dasar hukum yang tegas 
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